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Kata Pengantar

Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2015 sampai tahun 2020
melaporkan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang
Pendidikan, mulai dari Pendidikan usia dini sampai Pendidikan tinggi. Total
kasus yang diadukan, pada tingkat universitas menempati urutan pertama
dengan persentase sebesar 27% dengan jenis kekerasan yang paling banyak
adalah keekrasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan perilaku berbahaya yang memiliki
dampak negative pada kesuksesan akademik atau professional seseorang.
Hal tersebut akan berpengaruh pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi dan menurunnya kualitas Pendidikan tinggi. Kekerasan seksual di
lingkungan Pendidikan telah merenggut kemerdekaan pelajar untuk dapat
mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman dan optimal.

Kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya, dapat menimbulkan
kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga
kependidikan, sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan
kesempatan untuk dapat belajar dan bekerja. Kemedikbudristek melalui
Permendikbudristek N0.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan Langkah
kongkret untuk mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual,
khususnya bagi seluruh sivitas kampus.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan tambahan
wawasan dan pengetahuan terkait tentang peran sekolah dalam mencegah
terjadinya kekerasan seksual khususnya di lingkungan sekolah itu sendiri
tanpa adanya pembedaan perlakuan karena gender dan penyalahgunakan
relasi kuasa. Sehingga dapat mewujudkan sekolah ramah anak.

Yogyakarta, Maret 2025
Penulis
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Prakata

Kekerasan seksual merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di
berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan. Sekolah sebagai tempat
pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik seharusnya
menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,
termasuk kekerasan seksual. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa
kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi di lingkungan pendidikan,
menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi korban dan
ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih
luas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah.
Berbagai aspek penting dibahas dalam buku ini, mulai dari definisi dan
bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor penyebab, strategi pencegahan,
hingga mekanisme penanganan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak,
termasuk tenaga pendidik, siswa, orang tua, serta pihak berwenang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi
semua pihak yang peduli terhadap upaya menciptakan lingkungan
pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan
meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini, kita dapat bersama-
sama mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih ramah, adil, dan berbudaya
tanpa kekerasan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat
menjadi langkah awal dalam menciptakan perubahan positif bagi dunia
pendidikan dan kehidupan sosial secara lebih luas.

Yogyakarta, Maret 2025
Penulis
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KEKERASAN SEKSUAL -

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan
tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan
seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan
lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi
gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan
kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah
satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena
ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau
berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,
dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
politik (1).

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari
definisi tersebut, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan. Identitas
gender, berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. ldentitas
gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki,
karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas
gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi
diri. Dengan Kkata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada situasi
di mana seseorang bisa saja membayangkan dirinya secara bersamaan
sebagai perempuan dan laki-laki.

Selain itu, identitas gender tidak selamanya linear atau berhimpitan
dengan jenis kelamin secara biologis, melainkan juga berkaitan dengan
ekspresi gender yang ditunjukkan lewat perilaku, sikap, cara berpakaian, dan
bentuk ekspresi lainnya, maupun orientasi seksual yang menunjukkan
ketertarikan romantis dan/atau seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual)
atau sesama jenis (homoseksual).

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah 1
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Gambar 1. llustrasi Gender Seseorang

Apa artinya? Kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya pada
perempuan atau laki-laki saja. Kekerasan seksual dapat dialami oleh semua
orang dengan jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi
seksual yang beragam. Ada tidaknya kekerasan seksual tidak ditentukan oleh
siapa yang menjadi korban, tetapi apa yang disakiti - yaitutubuh, seksualitas,
identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang.

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan
ditangani karena hal tersebut dapat menghambat seseorang dalam memenuhi
potensi dirinya ©@). Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat
merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu lingkungan
belajar yang aman dan kondusif 4.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh SIMFONI-PPA (Sistem
Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dikelola oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat
28.831 kasus kekerasan di Indonesia terjadi sepanjang 2024 terhitung sejak
Januari hingga Desember. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) juga
mendata pengaduan sepanjang 2024 kasus tindakan kekerasan seksual di
lembaga pendidikan tercatat ada 241 kasus, korban kekerasan fisik psikis
(240 kasus), serta anak korban pornografi dan cybercrime (40 kasus).

Menurut WHO (World Health Organization), pencegahan kekerasan
seksual melibatkan pendekatan yang komprehensif mencakup pendidikan,
kampanye kesadaran, dan program-program intervensi yang menargetkan
perilaku dan norma sosial terkait kekerasan seksual. Menurut RAINN (Rape,

2 Masruroh, dkk



Abuse & Incest National Network), penanganan kekerasan seksual mencakup
menyediakan layanan medis, konseling, dan dukungan hukum bagi korban,
serta bekerja sama dengan para penegak hukum untuk memastikan pelaku
dihukum.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, Universitas merupakan salah satu
ruang di mana seseorang (mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga
kependidikan) dapat mengasah potensi diri. Oleh karena itu, kampus
semestinya sudah bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk
kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi
dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota
komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor,
mahasiswa, pemagang, pekerja non-tenaga kependidikan seperti Satuan
Keamanan Kampus (SKKK) dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak seperti
penyedia jasa kantin atau katering, tata panggung, atau reparasi, maupun
pengunjung seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa,
dosen/peneliti dan mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga
umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian,
perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan
seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam
struktur relasi kuasa.

Akan tetapi kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek perilaku. Di
balik setiap kekerasan langsung yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun
psikis, selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkannya. Kekerasan
struktural bekerja di level sistemik, berkaitan dengan akses dan privilege
didistribusikan ®). Distribusi akses dan privilege yang tidak merata
menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, di mana kelompok yang lebih lemah
rentan menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, kekerasan kultural bekerja
di level simbolik, di mana kehadirannya memberi legitimasi bagi kekerasan
langsung dan struktural ®). Kekerasan kultural bekerja dengan membuat
sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural
terasa normal, bahkan benar .

Pendekatan secara komprehensif dalam memahami kekerasan dapat
memungkinkan untuk menjadi lebih peka terhadap berbagai bentuk
kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Hal ini seperti pada level
struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender,
yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah 3



kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan
kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda.

Sementara itu pada level kultur, kekerasan seksual seringkali ditopang
dan dibenarkan oleh kultur victim-blaming dan objektifikasi, pemahaman
hitam-putih mengenai gender dan seksualitas, norma yang misoginis dan bias
heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang jamak
beredar di masyarakat. Mitos maupun prasangka-prasangka ini © bahkan
seringkali menghambat upaya-upaya pencegahan maupun penanganan
kekerasan seksual dan karenanya perlu dihindari, bahkan dikoreksi.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam
hubungan pacaran maupun di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam pacaran
adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau
psikologis pada korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah
tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau
seksual dengan korban. Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga adalah
tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk pemaksaan,
perampasan kemerdekaan, dan/atau penelantaran, yang terjadi di dalam
lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban. Rumah
tangga yang dimaksud meliputi ®:

1. Suami atau istri, maupun mantan suami atau mantan istri;

2. Anak - baik kandung, tiri, maupun angkat;

3. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan
darah,

4. Perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap
di dalam rumah

5. Tangga tersebut, termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan; serta

6. Orang yang menetap dan bekerja membantu rumah tangga tersebut,
seperti asisten rumah tangga.

Baik kekerasan dalam relasi pacaran atau rumah tangga biasanya
terjadi karena “pelaku merasa menjadi pemiliki atas tubuh korban
sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh
kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya."

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada
siapapun, dalam relasi apapun, upaya untuk menghapuskan kekerasan
seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan. Persetujuan
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(consent) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal,
termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, perbuatan
tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan, dan aktivitas seksual
dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Beberapa prinsip terkait
persetujuan yang perlu digarisbawahi ;

1. Diberikan oleh orang dewasa - jika tindakan seksual dilakukan
terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam
kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki
kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, UU
Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan
bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun.

2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi - persetujuan dan pertanyaan
untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan
jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh,
penampilan, maupun ekspreis non-verbal lainnya. Diam maupun
ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.

3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar -
persetujuan terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara
sukarela. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di
bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak
sadar, seperti tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan
berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional,
bahkan ekonomi. Tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga
muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa,
atasan-bawahan, atau senior-yunior menghasilkan situasi quid pro quo
atau situasi di mana seseorang “terpaksa" menyetujui melakukan atau
dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status
pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya,
dsh.

4. Spesifik - persetujuan untuk satu tindakan seksual bukan berarti
persetujuan untuk tindakan lainnya. Setuju untuk bergandengan
tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.

5. Tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali - persetujuan dapat
ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun; persetujuan untuk
melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk
melakukannya lagi hari ini.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah 5



6. Terlepas dari relasi antar-pelaku - tindak seksual dalam hubungan
pacaran maupun pernikahan pun perlu mendapatkan persetujuan. Ada
tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda
persetujuan di masa sekarang.

Dari sekian jenis kekerasan seksual, kekerasan seksual pada dunia
pendidikan terutama di tingkat Perguruan Tinggi mendapatkan perhatian
utama dan menjadi isu trending topik yang memerlukan perhatian serius.
Berbekal pemahaman yang lebih baik tentang definisi, penyebab, dan
dampak kekerasan seksual, maka diharapkan setiap elemen civitas
akademika dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan perkuliahan
yang mampu mendukung terciptanya kampus sehat, nyaman dan aman dari
segala bentuk kekerasan seksual. Penting untuk terus mengadvokasi dan
mendukung korban, sambil melibatkan semua pihak dalam upaya
pencegahan dan penanggulangannya. Hanya dengan usaha bersama dari
berbagai pihak, maka kasus kekerasan seksual ini dapat diatasi serta dapat
menciptakan lingkungan perkuliahan yang sehat dan bebas dari kekerasan
seksual.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi beberapa kategori tindakan berikut:

a. Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan
dengan bagian tubuh atau terkait dengan hasrat seksual seseorang,
yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, merasa
direndahkan, dan/ atau dipermalukan.

b. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan,
pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/ atau penggunaan
kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar
seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi sosial
dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang
memanfaatkan tubuh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan
hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang
lain.

c. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu
muslihat, atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu
memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
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d. Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan,
penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dengan menggunakan kondisi
seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Secara spesifik, menurut Komnas Perempuan, ada 15 (lima belas)
bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual
mungkin terjadi (tetapi tidak terbatas) dalam bentuk-bentuk berikut (10):

1. Perkosaan

Perkosaan adalah "pemaksaan hubungan seksual dengan memakai

penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke

vagina, anus, atau mulut korban." Pemerkosaan dapat dilakukan
bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal,
maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan.

Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan

hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki

korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
2. Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan,

adalah "tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk

menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban."

Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak

langsung — baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan pesan

singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial,
konten internet, dsb.
3. Pelecehan Seksual
Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik
tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender,
dan/ atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan
tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya,
dipermalukan dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan
mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik
biasanya seperti colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan
seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk,
mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang
dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa
tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan
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sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam
keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya
terdiri dan ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang
disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium
luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan
korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung,
merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah
kesehatan dan mengancam keselematan seseorang. Pelecehan seksual
secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentuk-
bentuk seperti berikut A2
Tabel. 1. Perbedaan Pelecehan Lisan dan Non-Lisan

Lisan Non-Lisan
Panggilan, siulan, dan desahan Memperlihatkan gerak gerik
(catcalls) seksual
Godaan dan candaan Membuat ekspresi seksual
Cemoohan Menatap atau mengintip

dengan hasrat seksual

Komentar bernada seksual - Mempertontonkan organ
misal, tentang busana atau seksual
anatomi tubuh
Paksaan kencan Menguntit
Pertanyaan tentang kehidupan Mengirimkan konten internet
atau fantasi seksual bernada seksual
Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual
Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual

4. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan
atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan,
dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar
seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang
bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungan
diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar,
kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.

5. Penyiksaan Seksual
Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh
dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa
sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/ atau seksual,
dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau
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orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk
memberikan  keterangan, menghakimi atau memberikan
penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah
dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang
didasarkan pada diskriminasi.
6. Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, dan Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi mencakup upaya-upaya untuk "mengatur,
menghentikan, dan/ atau merusak organ, fungsi, dan/ atau sistem
reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman
kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/ atau
penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat
melanjutkan keturunan dan/ atau kehilangan kontrol terhadap
organ, fungsi, dan/ atau sistem reproduksinya.” Pemaksaan
kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap
perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak
dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan
kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan,
tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan
kekuasaan

C. Isu Seputar Kekerasan Seksual
Berikut ini adalah isu-isu seputar kekerasan seksual yang mungkin kerap
terjadi, antara lain:
Tabel 2. Isu Kekerasan Seksual

Jenis Isu
Normalisasi o Kerap melontarkan humor yang
terhadap pelecehan merendahkan dan melecehkan
seksual

e Menganggap korban over-reacting
o Persepsi sosial

Pengungkapan o Kesenjangan relasi dan posisi
(disclosure) ¢ Minim informasi tentang Batasan
merupakan -

keputusan o Tidak tahu harus melapor kemana
sulit bagi korban e Takut laporannya tidak diterima dan

dipercaya
e Takut kehilangan kesempatan
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Penundaan pelaporan (delay disclosure)

Intimidasi pasca
pelaporan

Ancaman terhadap status

Intimidasi pimpinan

Tuntutan menjaga nama baik

Keberpihakan pimpinan terhadap pelaku

Stigma dan diskriminasi kepada
korban/pelapor

Dalam pelaporan
justru
menyalahkan
korban (victim
blaming)

Menyesal telah melaporkan

Tidak diterima secara empatik

Dinilai dan dinasehati

Mengalami victim blaming

Reviktimisasi

D. Situasi yang Berpotensi Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai situasi.
Pada panduan ini diberikan penjelasan untuk mengenali situasi-situasi
tersebut agar dapat mencegah dan menangani dengan lebih efektif. Situasi
yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual pada dasarnya adalah situasi
yang sepi dan jauh dari pemantauan antara lain sebagai berikut:
Situasi Berpotensi Terjadi kekerasan Seksual
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Tabel 3.

Gambar

Tempat

Potensi Jenis Kekerasan

Kelas dan
Laboratorium

Pelecehan verbal, tatapan
tidak pantas, sentuhan yang
tidak diinginkan.

Bimbingan
Akademik

Pelecehan verbal, kontak
fisik yang tidak diinginkan.

Acara Kampus
dan Perayaan

Pemaksaan, pelecehan fisik.

Bermalam Pengintaian, pelecehan fisik,
pemaksaan.
Kantor dan Pelecehan verbal, permintaan

Ruang Kerja

seksual yang tidak
diinginkan.
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= Ruang Istirahat | Kontak fisik yang tidak
N - .. .
S W dan Fasilitas diinginkan, pelecehan verbal.
Sammanan Umum
Media Sosial Pengiriman pesan, gambar,
dan Platform atau video bernuansa seksual
Online tanpa persetujuan.

E. Dampak Korban Kekerasan Seksual
Beberapa dampak yang dapat dialami oleh korban kekerasan seksual
antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Dampak Korban Kekerasan Seksual
Jenis Dampak Dampak

Fisik 1. Luka dan cedera

2. Masalah kesehatan reproduksi

3. Masalah kesehatan kronis

Psikologis 1. Trauma (Post-Traumatic Stress Disorder

(PTSD) yang berkepanjangan)

2. Depresi dan kecemasan

3. Rasa malu dan bersalah

4. Kehilangan kepercayaan diri

5. Masalah kesehatan mental seperti gangguan

makan, gangguan tidur, dan penyalahgunaan
zat.

. Ketegangan dan konflik dalam keluarga

2. Tidak mendapatkan dukungan yang mereka
butuhkan dari keluarga, yang dapat
memperparah dampak psikologis dan
emosional.

Sosial 1. Korban sering menghadapi stigma sosial dan

diskriminasi, yang dapat mengisolasi diri

korban

Kehilangan pekerjaan atau pendidikan

3. Korban mungkin menarik diri dari hubungan

sosial dan aktivitas komunitas karena rasa
malu atau takut akan penolakan

. Mendiskreditkan posisi satuan pendidikan

2. Menodai nama baik almamater.

[N

Keluarga

n

=

Instansi
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F. Dampak Pelaku Kekerasan Seksual
Beberapa dampak yang dapat dialami oleh pelaku kekerasan seksual
antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Dampak Pelaku Kekerasan Seksual

G.
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Jenis Dampak

Dampak

Fisik .

Pelaku bisa menjadi target kekerasan balasan
dari korban, keluarga korban, atau komunitas.
Terlibat dalam tindakan kekerasan dapat
menyebabkan stres dan masalah kesehatan fisik
lainnya bagi pelaku.

Psikologis o

Beberapa pelaku mungkin mengalami rasa
bersalah dan penyesalan atas tindakan mereka,
meskipun ini tidak selalu terjadi.

Beberapa pelaku mungkin memiliki gangguan
psikologis yang berkontribusi pada perilaku
mereka, seperti gangguan kepribadian atau
masalah kontrol impuls.

Keluarga o

Keluarga pelaku mungkin mengucilkan atau
menarik dukungan dari pelaku setelah
mengetahui tindakan pelaku.

Keluarga pelaku mungkin juga menghadapi
stigma sosial dan diskriminasi karena tindakan
pelaku.

Sosial .

Pelaku kekerasan seksual dapat menghadapi
sanksi hukum, termasuk penjara, denda, dan
catatan kriminal.

Hukuman dan stigma sosial dapat menyebabkan
pelaku kehilangan pekerjaan atau kesempatan
pendidikan.

Pelaku mungkin menghadapi isolasi sosial dan
pengucilan dari komunitas sebagai akibat dari
tindakannya.

Permendikbud

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 dirancang untuk menciptakan
lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Dengan memahami

dan menerapkan peraturan ini, kita dapat

berkontribusi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta
melindungi hak-hak korban dan saksi kekerasan seksual.
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Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Pasal 4: a_Mahasiswa; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan;
d. Warga Kampus; dan e. masyarakat umum yang bennteraks: dengan

Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan
Tridharma.

Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal,
nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknolog: informasi dan komunikas:.

Hak Korban Kekerasan Seksunal di Pergurunan Tinggi

a mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;

b. meminta pendampingan_ pelindungan, dan pemulihan melalui
Satvuan Tugas;

c. meminta informas: perkembangan Penanganan laporan
Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

Hak Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
b. meminta pendampingan, pelindungan_ dan pemulihan

Gambar 2. Permendikbud mengenai Kekerasan Seksual

H. Stakeholder yang Dapat Bekerja Sama dengan Satgas PPKS
Beberapa stakeholder juga bisa memiliki wewenang untuk
membantu menangani kasus kekerasan seksual. Stakeholder yang dapat
bekerja sama dengan Satgas PPKS (Satuan Tugas Penanganan dan
Pencegahan Kekerasan Seksual) antara lain sebagai berikut:
1. Ketua RT
Pemimpin di tingkat komunitas yang dapat membantu dalam
mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual serta
menyebarluaskan informasi pencegahan.
2. Perangkat Desa
Termasuk sekretaris desa, kepala dusun, dan anggota BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) yang berperan dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual di tingkat desa.
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. Kepolisian

Penegak hukum yang berperan dalam penyelidikan, penangkapan, dan
pemrosesan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

. Kejaksaan

Bertanggung jawab atas penuntutan kasus kekerasan seksual di
pengadilan.

. Dinas Sosial

Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban kekerasan
seksual serta mengkoordinasikan program rehabilitasi.

. DP3AP2 DIY (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Y ogyakarta)
Memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban
kekerasan seksual.

. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Memastikan perlindungan hak anak dari kekerasan seksual dan
memberikan rekomendasi kebijakan
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PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL L

Adanya fenomena angka kejadian pelecehan seksual yang sekarang
ini semakin meningkat, telah menjadi permasalahan yang serius di berbagai
negara dan perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Pelecehan seksual
dapat dialami oleh siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, tidak
memandang usia, dan dapat terjadi dimana saja seperti sekolah, masyarakat
maupun ruang publik.

Kekerasan seksual seperti yang diketahui merupakan perbuatan yang
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dimaknai
sebagai perbuatan seksual, baik disertai dengan kontak fisik maupun nonfisik
yang berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang
mengarah pada fungsi seksual dan reproduksi yang dilakukan secara daring
ataupun luring dengan tujuan mempermalukan atau merendahkan seseorang.
Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari
ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban
(Kemendikbudristek, 2022).

Gambar 3. Kekerasan Seksual
Sumber: shutterstock.com
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Menghadapi permasalahan ini, maka dibutuhkan sebuah wawasan dan
strategi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, yang dapat
menimpa semua kalangan terutama pada usia anak dan remaja khususnya
perempuan. Upaya pencegahan yang dimaksud adalah tindakan/ cara/proses
yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan
kekerasan seksual. Menurut UU Rl No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud pencegahan adalah segala
tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan Seksual dan
keberulangan tindak pidana kekerasan. (2022)

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan
ditangani karena hal tersebut dapat menghambat seseorang dalam memenuhi
potensi dirinya. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat
merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu lingkungan
belajar yang aman dan kondusif . Salah satu hal yang paling penting dalam
upaya pencegahan pelecehan seksual adalah pentingnya dalam mengenal hak
pribadi dan hak orang lain, sekaligus memahami bahwa hak seseorang adalah
hal yang harus dihormati dan dihargai. Apabila seseorang memahami akan
hak-hak pribadi dan orang lain, maka orang tersebut akan dapat menjaga dan
menahan diri dari tindakan/ perilaku pelecehan seksual kepada orang lain.
Hal ini sekaligus juga dapat menyadarkan seseorang bahwa dirinya berhak
untuk bebas dari pelecehan seksual yang dilakukan orang lain (Armendariz
et al., 2020).

Dalam aspek pencegahan, penting adanya kebijakan yang
mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Kepentingan terbaik bagi
korban ini merupakan langkah pencegahan yang berorientasi pada korban,
dan bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika,
terutama bagi korban agar tidak takut dalam melaporkan kasusnya. Aspek
yang dapat diterapkan dalam upaya kepentingan terbaik bagi korban antara
lain sebagai berikut:

1. Mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman.

2. Sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual secara rutin.

3. Memasang tanda peringatan “area bebas dari kekerasan seksual”.

4. Memasang tanda lokasi dan kontak layanan aduan untuk melaporkan
kekerasan seksual dengan aman
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Dalam aspek pencegahan kekerasan seksual, perlu diterapkan adanya
prinsip kehati-hatian ketika merancang kegiatan kampanye maupun
sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan.

A. Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual
Dalam upaya pencegahan kekerasan pelecehan seksual perlu
dipahami faktor-faktor yang dapat mendorong remaja melakukan kekerasan
seksual. Dengan memahami faktor penyebab kekerasan seksual diharapkan
berbagai pihak dapat melakukan upaya pencegahan.
Menurut Nurhaeni et al. (2019) terdapat 2 faktor yang dapat
mendorong remaja melakukan kekerasan seksual :.
1. Faktor Internal
a. Faktor Keluarga
Keluarga yang mengalami broken home dapay mengakibatkan remaja
kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua.
b. Faktor ekonomi
Orang tua yang sibuk bekerja dan terlalu percaya terhadap anak.
Adanya kesibukan orang tua mengakibatkan kurangnya/tidak ada
pemantauan terhadap pergaulan anak.
c. Kurang kontrol orang tua terhadap penggunaan media sosial.
Tidak semua orang tua dapat mengikuti perkembangan jaman yang
pesat. Terutama teknologi informasi dan media sosial, sehingga orang
tua kurang/tidak bisa selalu mengawasi perilaku anak.
d. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak
e. Rasa penasaran yang dimiliki anak terkait konten-konten pornografi.
f. Kurangnya pemahaman tentan pendidikan sex pada remaja dan
bahaya yanga dapat ditimbulkan
g. Ajang adu gengsi antar remaja.
Pada beberapa kelompok remaja ada anggapan bahwa ketika ada
remaja yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait aktifitas
seksual atau berbau seksual maka dianggap hebat dan keren.
2. Faktor Eksternal
a. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
b. Lingkungan pergaulan anak,
Khususnya anak/remaja yang tumbuh dan berada di lingkungan yang
terbiasa dengan konten-konten pornografi.
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C.

d.

Mudahnya akses terhadap situs-situs yang berisikan konten
negatif/pornografi

Faktor agama

Tidak kuatnya nilai-nilai agama pada diri anak dapat mengakibatkan
anak mudah terpengaruh terhadap lingkungan yang negatif.

Sedangkan menurut Centers for Disease Control (CDC) terdapat 3

faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual:
1. Faktor individu. Faktor individu ini meliputi :
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a.

T o STae@ oo a0 o

Pengaruh dari penggunaan obat-obatan terlarang
Kurangnya kepedulian terhadap orang lain,
Perilaku agresif dn penerimaan terhadap perilaku kekerasan,
Inisiasi seksual dini,

Fantasi seksual yang memaksa,

Paparan media seksual yang eksplisit,
Permusuhan terhadap wanita,

Ketaatan pada norma peran gender tradisional,
Hiper-maskulinitas,

Perilaku bunuh diri,

Korban atau perbuatan seksual sebelumnya

Faktor hubungan,

a.
b.

Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga,

Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-
kanak,

Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional,

d. Hubungan orang tua — anak yang buruk, terutama dengan ayah,
e. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual,

hipermaskulin, dan nakal,
Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau
pelecehan

Faktor komunitas

a.
b.
C.

Kemiskinan,

Kurangnya kesempatan kerja,

Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem
peradilan,

d. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat,
e. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual
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4. Faktor Sosial

a. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual,

b. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual,

c. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual
perempuan,

d. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan
kesetaraan gender,

e. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya
(CDC, 2022).

Kekerasan seksual secara umum disebabkan karena adanya perubahan
hormon yang dialami oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya
hidup, pengaruh sosial budaya, serta minimnya pengetahuan masyarakat
mengenai kekerasan seksual. Selain itu terdapat faktor lain seperti budaya
patriarki, konflik antar budaya, foktor pribadi pelaku, tingkat kontrol
masyarakat yang rendah, dan adanya patologi dalam keluarga juga memiliki
pengaruh terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual (Octaviani and
Nurwati, 2021).

B. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pencegahan
Kekerasan Seksual Pada Remaja

Berdasarkan beberapa studi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor
yang berhubungan dengan perilaku pencegahan seksual pada remaja
diantaranya adalah pengetahuan, persepsi, pemberian pendidikan seksual,
keterlibatan guru dan cara pola asuh orang tua(Ulfaningrum et al., 2021):

1. Pengetahuan

Faktor pengetahuan dan sikap menjadi aspek yang sangat penting
terlepas dari faktor internal yang mempengaruhi perilaku remaja.
Pengetahuan dan sikap remaja dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia dan
lokasi tempat tinggal. Remaja perempuan memiliki pengetahuan yang
lebih baik mengenai pelecehan seksual dibandingkan dengan remaja pria.
Semakin bertambahnya usia seseorang diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan pengalaman dalam pencegahan seksual pada remaja.
Remaja yang tinggal di perkotaan memiliki pengetahuan yang baik dalam
pencegahan pelecehan seksual jika dibandingkan dengan daerah pedesaan
atau pegunungan. Semakin tinggi pengetahuan remaja dalam pencegahan
pelecehan seksual maka resiko terjadinya pelecehan seksual semakin
berkurang bahkan perilaku pelecehan tersebut tidak terjadi. Berdasarkan
hal tersebut maka salah satu upaya pencegahan yang perlu dilakukan
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adalah dengan upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat
khususnya pada kelompok beresiko.
Pendidikan Seksual
Pendidikan seksual merupakan salah satu hal yang sangat penting
untuk diterapkan di tingkat sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan
seksual. Pemberian pendidikan seksual sejak dini dapat meningkatkan
pengetahuan, harga diri, membangun self-efficacy dan menanamkan serta
memperkuat gender dan norma sosial yang positif sehingga dapat
mencegah perilaku pelecehan seksual. Tujuan pendidikan seksual selain
memberikan informasi mengenai seksualitas, dapat menumbuhkan sikap,
perilaku positif serta refleksi kritis mengenai pengalaman individu.
Dalam pelaksanaan program pendidikan seksual, dibutuhkan mekanisme
yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan di lingkungan Pendidikan,
begitu juga untuk pengawasan pelaksanaannya (Acharya et al., 2017).
Peran Petugas Kesehatan
Petugas kesehatan dapat memberikan pendidikan seksual secara
partisipatif dan melakukan pendekatan informal kepada remaja. Hal ini
dibuktikan mendapatkan dampak positif yang signifikan terhadap fakta
tentang seks dan seksualitas, identifikasi masalah kesehatan seksual
remaja dan mempromosikan partisipasi aktif remaja serta meningkatkan
kewaspadaan terhadap ancaman kekerasan seksual (Acharya etal., 2017).
Peran Keluarga
Faktor keluarga yang berhubungan dengan pencegahan perilaku
pelecehan seksual meliputi (Nlewem and Amodu, 2017):
a. Remaja yang tinggal bersama orang tua.
Remaja yang tinggal satu rumah dengan orangtua dapat meningkatkan
bimbingan, pengawasan dan perlindungan orangtua sehingga dapat
mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.
b. Faktor ekonomi.
Karakteristik keluarga sosio-demografis yang kurang baik, dapat
menyebabkan remaja  sering melakukan perilaku berisiko serta
memiliki koping yang buruk dan gejala emosional yang membuat
remaja rentan terhadap pelecehan seksual.
c. Keterlibatan orangtua.
Keterlibatan orang tua dalam memahami dan mengawasi
perkembangan seksual anak berperan penting dalam meminimalisir
perilaku kekerasan seksual. Adanya keterlibatan orang tua dalam
kehidupan remaja dapat membuat remaja mengambil keputusan
seksualnya dengan tepat (de Lijster et al., 2019).

Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual:

a. Orang tua sebagai pendorong agar remaja mampu lebih percaya diri
dan melawan tindak kejahatan seksual.
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b. Orang tua sebagai pendidik dan komunikator dalam berkomunikasi
dua arah mengenai pencegahan kekerasan seksual.

¢. Orang tua sebagai pengawas dan panutan seorang remaja dalam
penggunaan telepon seluler dan internet yang positif.

d. Orang tua sebagai konselor dalam bagi remaja mengenai masalah
maupun rahasia yang dimiliki oleh remaja. Orang tua yang
memiliki kesadaran tinggi dan pengetahuan mengenai kekerasan
seksual, lebih mampu memantau remaja tersebut dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Orang tua dapat melindungi dari
situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan serta lebih mampu
mengidentifikasi kekerasan secara tepat waktu, menanggapi
pengungkapan secara tepat dan mengambil tindakan pencegahan
dengan segera (Ulfaningrum et al., 2021).

5. Dukungan Sekolah dan Teman Sebaya
Salah satu bentuk pencegahan pelecehan seksual pada remaja yaitu

dengan melakukan penerapan sekolah berbasis interaktif. Sekolah berbasis
interaktif memiliki pendekatan perilaku  kognitif,  berfokus pada
keterampilan sosial dan kompetensi sosial sehingga memiliki norma sosial
yang lebih positif untuk menolak kekerasan seksual, serta memiliki self-
efficacy yang lebih tinggi, dan mengurangi minat untuk melakukan pelecehan
seksual.(de Lijster et al., 2019) Dukungan dari teman sebaya dapat
memberikan dukungan emosional dan sosial pada remaja. Semakin tinggi
pengetahuan mengenai tindakan pencegahan pelecehan seksual yang dimiliki
teman sebaya maka akan memberikan pengaruh terhadap remaja tersebut
(Clasen et al., 2018).

C. Fungsi Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan seksual.

2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan
seksual dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan
hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang
telah ada agar tidak meluas.

3. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan
kekerasan (Al Adawiah, 2015).
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D. Faktor -Faktor yang Mendorong Remaja Berani Menolak
Kekerasan Seksual

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong remaja berani menolak
tindakan-tindakan yang mengarah kekerasan seksual. Hal ini erlu di pahami
sebagai dasar untuk menyusun upaya-upaya untuk mencegah kekerasan
seksual. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Tingkat kemampuan remaja dalam memilih dan menyelesksi kegiatan
baik yang negatif maupun yang positif.

2. Ketaan remaja terhadap tata aturan dan memiliki dasar agama yang kuat

3. Remaja mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup oleh orang
tua dan keluarga

4. Remaja mengetahu dan memahami bahaya dan dampak dari pergaulan
bebas

5. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga tidak mudah terpengarug
oleh lingkungan dan pergaulan dari teman-teman yang kurang baik

6. Memiliki orang tua dengan pola asuh yang baik (Nurhaeni et al., 2019).

Selain dari faktor remaja, terdapat faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi seseorang dalam melakukan ptindakan kekerasan seksual. Di
lingkungan sekolah para guru harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan
yang cukup untuk dapat mendeteksi sikap, tindakan maupun perilaku yang
terindikasi akan melakukan atau bahkan sedang melakukan tindakan yang
mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Guru sebaiknya dibekali dengan
kemampuan tersebut baik dengan kegiatan pelatihan atau workshop atau
sejenisnya. Biasanya kemampuan tersebut diberikan kepada guru BK
(Bimbingan Konseling).

Di era perkembangan media sosial dan teknologi guru membutuhkan
kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dapat digunakan untuk menghadapi
ancaman terjadinya kekerasan seksual khususnya yang berbasis teknologi.
Pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi :

1. Pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan internet.

2. Teknik/cara mencegah siswa dapat mengakses konten yang terkait
pornografi

3. Pendidikan terkait kekerasan seksual

Pembekalan tentang pengetahuan pendidikan karakter

5. Pendidikan dan pengetahuan tentang cara pengelolaan web sekolah
sehingga sekola dapat memblokir situs-situ syang tdiak bermanfaat diluar
situs pendidikan.

>
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E. Prinsip Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual
Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan

memperhatikan beberapa prinsip berikut:
Kepentingan terbaik bagi Korban;
Keadilan dan kesetaraan gender;
Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
Akuntabilitas;
Independen;
Kehati-hatian;
Konsisten; dan
Jaminan ketidakberulangan

Dalam aspek pencegahan, penting adanya kebijakan yang
mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Kepentingan terbaik bagi
korban ini merupakan langkah pencegahan yang berorientasi pada korban,
dan bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika,
terutama bagi korban agar tidak takut dalam melaporkan kasusnya.

N~ owdRE

F. Upaya Melindungi Diri dari Kekerasan Seksual

Melindungi diri dari kekerasan seksual memerlukan pemahaman,
kewaspadaan, serta tindakan proaktif. Seseorang dapat lebih siap dalam
menjaga diri dari kekerasan seksual serta berkontribusi dalam menciptakan
lingkungan yang lebih aman bagi semua orang dengan memahami upaya-
upaya sebagai berikut :

1. Dekat dengan seluruh anggota keluarga. Kedekatan remaja dengan
keluarga berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual karena
keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pola pikir, nilai-
nilai, serta keterampilan sosial anak.

2. Menciptakan komukasi yang terbuka antara orang tua dan anak tentang
kejadian-kejadian di sekitar dan dunia maya.

3. Melibatkan anak dalam aktifitas bersama anggota keluarga secara rutin.

4. Remaja mengetahui dan memahami batasan yang baik dan buruk
terhadap sesuatu

5. Remaja memilili pendirian yang teguh, tidak mudah berpengaruh.

6. Remaja mampu menghindari dengan bijak teman baik di dunia nyata
maupun maya jika teman tersebut melanggar batas yang baik dan buruk
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G. Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual
Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak memiliki peran dan

pengaruh penting dalam mencegah kekerasan seksual. Peran keluarga,
terutama orang tua, sangat krusial dalam mencegah kekerasan seksual.
Sebagai sosok terdekat bagi anak, orang tua memiliki pengaruh besar dalam
membekali mereka dengan kesiapan menghadapi kehidupan. Dengan
mengoptimalkan perannya, keluarga dapat berfungsi sebagai benteng
pelindung yang kokoh bagi seluruh anggotanya dari berbagai ancaman atau
pengaruh negatif yang mungkin muncul dari lingkungan sosial (Dalman et
al., 2024).

Penerapan pendidikan keluarga sebagai prevensi kekerasan seksual pada

anak:

Hasil penelitian menunjukan pentingnya pola pendidikan keluarga dalam

mencegah kekerasan seksual. Pemahaman orang tua mengenai kekerasan

seksual dan pencegahannya meningkat setelah program pendidikan

keluarga diterapkan.

Peran komunikasi orang tua dan remaja dalam pencegahan kekerasan

seksual.

Komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja merupakan faktor

kunci dalam pencegahan kekerasan seksual. Komunikasi yang baik

membantu remaja memahami batasan dan risiko, sehingga mereka lebih

waspada terhadap potensi bahaya.

Pengawasan dan keterlibatan aktif orang tua

Orang tua yang terlibat dalam kehidupan anak, mengetahui aktivitas dan

pergaulan mereka, dapat lebih mudah mendeteksi tanda-tanda bahaya

atau perubahan perilaku anak.

Penanaman Nilai dan Norma

Mengajarkan nilai-nilai moral dan etika serta menghormati hak orang lain

dapat membentuk karakter anak yang kuat dan mampu menolak perilaku

menyimpang
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H. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

EFFORTS TO PREVENT
&) SEXUALVIOLENONG TEENAGERS
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Gambar 4. Efforts to Prevent Sexual Violenong Teenagers

Kita semua dapat berperan dalam menciptakan hubungan dan
lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung yang membantu anak-anak,
remaja dan keluarga tumbuh berkembang. Terdapat tiga upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual :

1. Upaya pencegahan primer, ditujukan kepada seluruh lapisan untuk
memperkuat kemampuan segenap anggota masyarakat dalam memelihara
dan memastikan anak tetap dalam perlindungan.

2. Upaya pencegahan sekunder merupakan intervensi dini yang ditujukan
pada anak dan keluarga yang rentan dan beresiko.

3. Upaya pencegahan tersier untuk merespon keadaan anak yang dalam
resiko tinggi atau sedang mengalami perlakuan salah (Dalman et al.,
2024)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengusulkan
strategi bagi masyarakat untuk mempromosikan jenis hubungan dan
lingkungan yang membantu anak-anak, remaja dan keluarga tumbuh
berkembang. Pendekatan kesehatan masyarakat untuk mencegah pelecehan
dan penelantaran anak/remaja mencakup tindakan yang dapat dilakukan oleh
orang tua dan pengasuh, lingkungan sekitar, sekolah, pemberi kerja, dan
setiap orang dalam masyarakat untuk mempromosikan keselamatan dan
kesejahteraan anak/remaja. CDC memberikan contoh strategi berbasis bukti:
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1. Memperkuat dukungan ekonomi bagi keluarga

2. Mengubah norma sosial untuk mendukung orang tua dan
pengasuhan yang positif.

3. Memberikan perawatan dan pendidikan yang berkualitas sejak dini.

4. Meningkatkan keterampilan mengasuh anak untuk mempromosikan
perkembangan anak yang sehat.

5. Melakukan intervensi untuk mengurangi bahaya dan mencegah

risiko di masa mendatang

Gambar 5. Stop Kekerasan Seksual
Sumber: detik.com

Cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan
dengan beberapa upaya, diantaranya adalah:
1. Melalui Pendekatan Individu

a. Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.

b. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku
harus bertanggung jawab terhadap perbuatanya, seperti menetapkan
hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.

c. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual
seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai
penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari
kekerasan seksual.

2. Melalui Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan
cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti
pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan
seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk
menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh
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yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan
pada masa-masa perkembangan anak.
3. Tanggapan Perawatan Kesehatan

a. Layanan Dokumen Kesehatan: sektor kesehatan mempunyai peran
sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan
seksual utuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan
seksual.

b. Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat
melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.

c. Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.

d. Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban
kekerasan seksual.

4. Pencegahan sosial komunitas

a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

b. Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah.
5. Tanggapan Hukum Dan Kebijakan Megenai Kekerasan Seksual

a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak
kekerasan seksual.

b. Menyediakan peraturan legal menganai tindak kekerasan seksual
dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban
kekerasan seksual.

c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap
tindak kekerasan seksual

d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan adanya
kerjasama berbagai pihak. Upaya melindungi diri dari kekerasan seksual
dapat dilakukan dengan beberapa strategi (Haryana et al., 2018):

1. Mengupayakan selalu dekat dengan seluruh anggota keluarga.
Selalu menjaga komunikasi dengan keluarga terhadapat kejadian-
kejadian yang terjadi di sekitar dan di dunia maya. Terlibat dalam aktifitas
bersama-sama keluarga.

2. Selalu berpendirian teguh.
Berani mengatakan tidak untuk setiap tindakan mengarah kekerasan
seksual, dapat mencari cara menghindari ajakan/ bujukan untuk perilaku
melanggar batas dengan bijak. Memahami batasan baik dan buruk dalam
berperilaku sehari-hari.
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3.

Meningkatkan pengetahuan dan memahami tentang reproduksi dan
kesehatan seksual.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi digital serta
hal-hal baru yang berpotensi dapat merusak remaja. Pemahaman atas hak
mendapatkan dukungan moril, fisik, sosial dan hukum jika terjadi
pelecehan, kekerasan maupun eksploitasi seksual.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya-upaya melindungi diri

kekerasan seksual perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat.
Sehingga semakin banyak orang waspada dan peduli terhadap kekerasan
seksual. Berikut beberapa tips untuk melindungi diri dari kekerasan seksual:

a.
b.

Setiap orang berhak merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri

Berani menyampaikan jika ada yang berlaku tidak sopan kepada orang
yang dipercaya

Memberikan pemahaman siapa saja yang boleh memegang tubuh
terutama pada anak.

d. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan terutama jika keluar rumah.

s Q@

Tetap waspada bahwa perilaku kekerasan seksual terutama pada anak
seringkali terjadi di rumah.

Memilih teman yang tepat. Menghindari teman yang memang tidak
membuat nyaman.

Berani melawan jika ada yang berusaha melakukan kekerasan seksual.
Apabila ada seseorang yang memaksa menyentuh, berteriak dengan
kencang.

Berlari menghindar menuju kerumunan orang banyak dan meminta
pertolongan.

Mengajak teman untuk menemani jika pergi ke tempat-tempat sepi/
tempat-tempat tidak nyaman.

Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Teknologi
Informasi
Kekerasan seksual seringkali tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi

juga di dunia maya terutama dengan adanya media sosial. Teknologi
informasi/digital yang sering terjadi kekerasan seksual antara lain :
Facebook, twitter (X), Instagram, Pinterest, Whatsapp. Berikut strategi yang
dapat diterapkan (Nurhaeni et al., 2019) :
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1. Strategi pencegahan pencegahan terjadainya perilaku seksual beresiko
melalui online yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

a. Menghindari memberikan identitas diri (alamat, No. telp) kepada
siapapun melalui media sosial

b. Jangan pernah mau diajak/mengajak seseorang berbicara mengenai
seks melalui media online.

c. Jangan pernah mengirimkan/mengunggah foto/video telanjang atau
setengah telanjang kepada siapapun termasuk kepada orang melalui
media online.

d. Memberikan contoh positif kepada remaja oleh orang tua maupun
guru terkait tata cara menggunakan media digital sesuai peraturan
yang berlaku.

2. Strategi pencegahan perception of sexual online risks (persepsi seseorang
bahwa kegiatan yang berkaitan dengan seksual mengandung risiko kecil).
Strategi yang dapat dilakukan adalah :

a. Memberikan pembekalan kepada remaja bahwa mencari seseorang di
internet untuk berbicara/melakukan tindakan berkaitan dengan seks
adalah perilaku yang berbahaya dan beresiko.

b. Memberikan pemahaman pada remaja bahwa mengirim foto atau
telanjang atau setengah telanjang kepada orang lain baik yang dikenal
maupun yang tidak dikenal adalah perilaku yang berbahaya

c. Memberikan identitas diri secara terbuka melalu online juga
merupakan tindakan yang berbahaya

d. Menjadikan remaja sebagai salah satu agen perubahan di
lingkungannya, terutama di sekolah.

e. Melakukan pendekatan dalam komunitas atau organisasi sekolah.

3. Strategi pencegahan perception of sexual online benefit (Persepsi
seseorang bahwa kegiatan yang berkaitan dengan seksual membawa
dampak baik)

a. Memberikan pendidikan pengetahuan pada remaja tentang perilaku
yang berkaitan dengan seksual memiliki dampak buruk dan
berbahaya.

b. Melakukan pendekatan secara menyeluruh dan memberikan informasi
kepada lingkungan terdekat bahwa kekerasan seksual melalui media
online (sekolah dan orang tua) dapat berdampak buruk.

c. Menciptakan diskusi aktif di lungkungan sekolah terkait perilaku
berbahaya melalui media online.
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4. Strategi pencegahan Online sexual harrasment (perilaku kekerasan
seksual berbasis media online :

30

a.

Mendorong remaja untuk berani menolak membicarakan/ melakukan
tindakan seks melalui online

Berani menolak ketika ada seseorang meminta mengirimkan pesan
atau informasi seksual diluar keinginannya

Berani menolak untuk diajak / melakukan hubungan seksual dengan
seseorang yang di kenal dari internet.

Memberikan fasilitas group diskusi tentang upaya melawan tindakan
kekersan seksual.

Strategi pencegahan Gender sexual Based harrasment (perilaku kekerasan
seksual berbasis gender/orientasi seksual)

a.

Berani menolak ketika ada seseorang meminta mengirimkan pesan
atau informasi seksual walaupun orang tersebut mengancam

Berani menolak untuk melakukan tindakan seksual walaupun orang
tersebut mengancam

Berani menolak untuk diajak / melakukan hubungan seksual dengan
seseorang yang di kenal dari internet diluar keinginan

Melakukan pembawaan diri yang baik, terkait cara berpakaian, cara
bersikao dan berperilaku

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru dan siswa terkait
gender agara memahami dan menanggapi kejadian kekerasan seksual
berbasis gender.

Strategi pencegahan Cyber -obsessive Pursuit (cyberstalking) (perilaku
mencelakakan seseorang yang menyebabkan rasa takut dan kecemasan)

a.

Menjaga keamanan informasi pada perangkat teknologi
(menjadwalkan pergantian password).

Berhati-hati dalam menyimpan dan memberikan password pada
perangkat teknologi

Jangan berbicara terkait seks melalui online

Tidak pernah rag untuk blokir nomor yang mengirimkan pesan bernda
porno

Strategi pencegahan Image based sexual exploitation (pemanfaatan grafis
untuk memaksa seseorang melakukan perilaku seksual diluar
keinginannya)
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a.

Memberikan sanksi yang tegas pada seseorang yang berani melakukan
tindakan seksual/ mengirimkan (foto, video seks dan pesan seks)
kepada orang lain

Pendampingan psikologis ketika seseorang melakukan tindakan
seksual/ mengirimkan (foto, video seks dan pesan seks) kepada orang
lain

Melakukan kontrol pada perangkat teknologi/media sosial yang
dimiliki anak.

8. Strategi pencegahan Technology -Facilitated unwanted sexual
experiences (memanfaatkan teknologi untuk mencari dan memaksa orang
lain yang disertai pemersaan untuk melakukan tindakan seksual :

a.

Memberikan perlindungan akun media sosial dengan rutin mengganti
password

Melakukan seleksi akun-akun yang akan diikuti dalam media sosial
Melakukan evaluasi dan meneraokan kurikulum yang berkaitan
dengan teknologi yang efekstif untuk mencegah kekerasan seksual
Mengimplementasikan ~dan  menegakkan kebijakan  dalam
penanggunlangan kekerasan seksual

Membuat program konsling di sekolah.

Berikut beberapa tips untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui
internet:

Menghindari berteman dengan orang yang tidak dikenal di media sosial
Tidak mengumbar data pribadi di internet agar tidak digunakan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Jangan memberikan password akun di sosial media kepada orang lain.
Tidak membuka akun media sosial di gadget milik orang lain

Hanya mengunggah tulisan, gambar, video yang positif di media sosial
Tidak mudah terbujuk oleh rayuan yang hanya memanfaatkan (Haryana
etal., 2018)

1.
2.

o s
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PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL -

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang masih sering
terjadi di kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah, perguruan
tinggi, keluarga, masyarakat, dan perkantoran. Untuk itu diperlukan
penanganan yang serius pula dalam kasus kekerasan seksual. Karena
penanganan kekerasan seksual memerlukan proses yang kompleks dengan
melibatkan kerja sama antara berbagai pihak yakni lembaga dan individu
yang terlibat, termasuk korban, keluarga korban, penyelidik, perawat medis,
pengacara, dan pihak berwenang. Namun, tidak banyak yang mengetahui
informasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang
konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual.

Pemahaman mengenai bagaimana penanganan kekerasan seksual ini
penting dalam rangka melibatkan berbagai pihak dalam pengungkapan kasus
kekerasan seksual khususnya di sekolah dan kampus untuk menciptakan
sekolah dan kampus yang ramah dan terhindar dari kekerasan seksual.

Penanganan kekerasan seksual wajib dilakukan jika mendapati
laporan mengenai kekerasan seksual. Penanganan yang bisa dilakukan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 hingga 19 di
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (indonesiabaik.id,
2022) yakni meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi
administratif, dan pemulihan korban.

1. Pendampingan
Bisa dilakukan pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan,
bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

2. Perlindungan
Memberikan perlindungan berupa jaminan keberlanjutan pendidikan atau
pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari
ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.
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3.

34

Pengenaan sanksi administratif

Sanksi ini terdiri dari tiga golongan, yaitu ringan, sedang, dan berat.
Bentuk sanksi yang dijatuhkan dilakukan secara proporsional dan
berkeadilan sesuai rekomendasi satuan tugas. Selain itu, sanksi yang
diberikan tidak mengesampingkan peraturan lain.

Pemulihan korban

Dalam memulihkan korban kekerasan seksual perlu melibatkan psikolog,
tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban. Masa
pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian.

-

b Indonesia {u
KOMINFO ¥ baik.id

penanganan Kekerasan Seksua|

Wajib Dilakukan!

22 29,

Jika terdapat laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib
melakukan penanganan sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Pendampingan Pengenaan sanksi

o Konseling administratif

e Layanan kesehatan Ringan, sedang, e
® Bantuan hukum dan berat

o Advokasi Tidak e
e Bimbingan sosial mengesampingkan
dan rohani i peraturan lain

< W\

Perlindungan Pemulihan korban

© Jaminan keberlanjutan Melibatkan psikolog, ®
pendidikan atau tenaga medis,
pekerjaan pemuka agama

® Penyediaan Organisasi ®
rumah aman pendamping
® Korban atau saksi korban

bebas dari ancaman Tidak mengurangi e
berkaitan dengan hak pembelajaran
kesaksian yang dan/atau
diberikan kepegawaian

Riset Yull N. Grafis Noufal

FMB - | GRR JURNAL 4 WooNEsGoio  [AInfoPublik bmu ehoamrmm

Gambar 6. Infografis Penanganan Kekerasan Seksual
Sumber: indonesiabaik.id
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Adapun prinsip penanganan kekerasan seksual terbagi ke dalam 2
bagian yakni bagian pertama Prinsip Penanganan Dalam Merespon Aduan
Kekerasan Seksual, dan bagian kedua Tahapan Penanganan Kekerasan
Seksual:

A. Prinsip Penanganan Dalam Merespon Aduan Kekerasan Seksual

Sesuai (merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id, 2023a) Dukungan
Psikologis Awal (Psychological First Aid/PFA) bagi Korban Kekerasan
Seksual adalah serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi
distress dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan
mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis yang dihadapi
individu. PFA dapat dilakukan oleh keluarga, teman, relawan, atau Satuan
Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
kepada korban kekerasan seksual. PFA diberikan untuk:

1. Mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi dan
pikiran setelah mengalami kekerasan seksual,

2. Mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis,

3. Menyediakan dukungan emosional bagi korban,

4. Membantu korban untuk mengakses informasi terkait layanan dan
dukungan yang dia butuhkan, dan

5. Membantu memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak setelah korban
mengalami kekerasan, seperti: minuman, makanan, pengobatan luka
fisik, dan rumah aman.

PFA bisa juga dapat dilakukan oleh pendamping dengan menerapkan 6

strategi berikut ini:

1. Safeguard. Yakni melindungi dan mengamankan korban dari bahaya,
resiko, dan menawarkan upaya perlindungan. Fokus strategi ini adalah
membangun keamanan dan keselamatan korban, contohnya seperti:

a. Perkenalkan diri serta peran (jika Anda anggota Satgas PPKS) kepada
korban.
b. Segera bawa korban ke tempat aman dan jauhkan dari bahaya yang
mengancam.

Jauhkan korban dari hal yang menyebabkan trauma.

Lindungi korban dari perilaku menyakiti diri sendiri.

Sediakan tempat aman bagi korban.

Tidak meninggalkan korban sendirian. Apabila terpaksa

meninggalkan korban, berikan alasan dan minta bantuan orang lain

yang dapat dipercaya untuk menjaga korban.

2. Sustain. Yakni memberikan kebutuhan mendesak korban pasca
mengalami kekerasan seksual, seperti menawarkan minum, perawatan
luka, dan tempat aman untuk bercerita.

3. Comfort. Yakni mengurangi perasaan tidak nyaman korban dengan
membangun komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan.

—~® a0
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4. Connect. Yakni menghubungkan korban dengan lingkungan sosial
terdekat dan bermakna serta lembaga layanan yang bisa memberikan
bantuan. Jika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, kita dapat
menghubungkan korban pada Satgas PPKS.

5. Advise. Yakni memberikan informasi pada korban mengenai apa yang
terjadi dan memvalidasi reaksi korban dengan menyatakan bahwa reaksi
yang mereka lakukan adalah hal yang wajar dan mengajarkan cara
mengatasi atau mengurangi trauma pasca peristiwa.

6. Activate. Yakni mendorong korban untuk berpartisipasi dalam proses
pemulihan pasca trauma dengan memberikan informasi apa saja yang
dapat dilakukan oleh korban untuk mendapatkan penanganan dan
pemulihan.

Bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan perguruan tinggi jika
terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, beberapa hal
yang dapat dilakukan dalam penanganan kekerasan seksual yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

a. Jika terdapat korban yang bercerita tentang pengalaman kekerasan
seksual yang dia alami, dengarkan dan jagalah kerahasiaan identitas
dan informasi korban.

b. Kemudian cari tahu mekanisme penanganan kekerasan seksual
melalui Satgas PPKS di perguruan tinggi.

¢. Dampingi atau temani korban saat hendak melakukan laporan melalui
saluran pelaporan yang disediakan oleh perguruan tinggi.

d. Hormati setiap langkah dan keputusan korban untuk menyelesaikan
kasusnya.

e. lkut memantau penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh
Satgas PPKS.

2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Menjaga kerahasiaan identitas korban dan informasi terkait kasus
kekerasan seksual.

b. Menawarkan bantuan dan pendampingan yang disediakan oleh
kampus kepada korban melalui mekanisme penanganan kekerasan
seksual yang ditetapkan oleh Satuan Tugas PPKS.

¢. Memberikan hak korban mengambil cuti untuk proses pemulihan.

d. Mencegah pelaku bertemu dengan korban.

e. Menghormati setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh korban
dalam penyelesaian kasusnya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai penyelenggara pendidikan, pengelola perguruan tinggi harus

mengikuti prinsip-prinsip dasar penanganan kekerasan seksual, antara

lain:
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1. Kepentingan terbaik bagi korban berorientasi pada pemulihan korban.
Dalam hal ini, persetujuan korban dalam setiap tahapan, melindungi dan
memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan
korban harus diterapkan. Dengan kata lain, korban berhak menentukan
tahap yang ingin dijalani setelah ia mengetahui ketersediaan tahapan
penanganan dan risiko yang menyertainya.

2. Keadilan dan kesetaraan gender.

a. Penanganan laporan kekerasan seksual yang empatik dan sensitif
terhadap kemungkinan adanya persoalan ketimpangan relasi kuasa
dan/atau gender.

b. Menyediakan mekanisme pemulihan bagi mahasiswa, pendidik,
tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban
kekerasan seksual.

c. Sanksi yang tegas dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual secara adil
dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku
bertobat, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang
dialami korban dan lingkungan kampus akibat perbuatan pelaku.

3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas
a. Menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang

dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga
kampus dengan disabilitas.

b. Menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS
dengan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang
disabilitas di perguruan tinggi, dalam menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan pencegahan dan proses penanganan kekerasan seksual.

4. Akuntabilitas
a. Komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan

kekerasan seksual yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada
korban.

b. Penyampaian laporan tentang data serta status penanganan kekerasan
seksual yang sudah dijalankan satuan tugas PPKS dan pemimpin
perguruan tinggi secara rutin kepada kementerian dengan tetap
menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi.

c. Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin
perguruan tinggi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual di perguruan tinggi kepada kementerian setiap akhir semester.

5. Independen
a. Membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau

tekanan apa pun.

b. Bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik
kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme, dan gratifikasi
dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual.
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¢. Memberi perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban

dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau
psikologis; pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan;
pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga
kependidikan; pelaporan; dan tuntutan pidana atau gugatan perdata.

6. Kehati-hatian

a. Menerima laporan kekerasan seksual dengan menjaga kerahasiaan

identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali
yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual.

. Memprioritaskan keamanan data dan keselamatan korban, saksi,

dan/atau pelapor dalam penanganan kasus.

. Memberikan informasi kepada korban dan saksi mengenai hak-

haknya, mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya, dan
kemungkinan risiko yang akan dihadapi, serta rencana mitigasi atas
risiko tersebut.

7. Konsisten

a. Menguatkan satuan tugas PPKS untuk melaksanakan penanganan

sesuai dengan prosedur, sejak tahap penerimaan laporan hingga
pemulihan korban dan tindakan pencegahan keberulangan.

. Menjalankan survei kekerasan seksual bagi mahasiswa, pendidik,

tenaga kependidikan, dan warga kampus.

. Memastikan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat

kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh
pendidikan atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.

8. Jaminan ketidakberulangan

38

a. Memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku

kekerasan seksual yang dapat memberikan efek jera bagi semua sivitas
akademika dan warga kampus lainnya.

b. Memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan

pelaku.
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B. Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual
(merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id, 2023b)

01 03 05
Pencegahan
Keberulangan

Penerimaan
Laporan

+ Penerimaan + Pemenuhan hak « Penyusunan Pelaksanaan
laporan melalui korban: kesimpulan dan Keputusan Pemimpin
kanal pelap per i 1 dan i oleh Perguruan Tinggi

* Penerimaan pemulihan Satuan Tugas
laporan oleh * Penetapan * Penetapan
Satuan Tugas pemberhentian Keputusan oleh

sementara Terlapor Pemimpin
selama Perguruan Tinggi

pemeriksaan
* Pemeriksaan alat
bukti

Gambar 7. Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual
Sumber: merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id

Perguruan tinggi melalui Satgas PPKS wajib menyediakan saluran
pelaporan dugaan kekerasan seksual yang mudah diakses bagi korban
dan/atau saksi pelapor dan korban dan/atau saksi dengan disabilitas, melalui
beberapa cara yang mudah diakses korban dan/atau saksi dengan disabilitas.
Tahapan penerimaan laporan ini bisa melalui saluran Telepon, Pesan singkat
elektronik, Surat elektronik/email, Laman resmi milik perguruan tinggi, atau
Sosial media resmi milik perguruan tinggi.

Setelah mendapatkan laporan kekerasan seksual melalui saluran yang
telah disediakan, kemudian perguruan tinggi melalui Satgas PPKS wajib
melakukan:

1. Pendampingan. Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKS
menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau
pendamping yang berupa:

a. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater.

b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara.

d. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

e. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat,
orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Dalam memberikan pendampingan, Satgas PPKS harus memperhatikan

pemenuhan kebutuhan korban atau saksi dengan disabilitas, seperti:

a. Juru bahasa isyarat Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia)
b. Pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian
layanan disabilitas di dalam atau di luar perguruan tinggi.

2. Pengenaan Sanksi. Sanksi administratif yang diberikan kepada individu
pelaku/terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual digolongkan
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ke dalam tiga bentuk, berupa sanksi ringan, sedang, dan berat.
Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Pengenaan Sanksi

Sanksi Mahasiswa Pendidik dqn _Tenaga Warga
Kependidikan Kampus
Ringan | 1. Teguran tertulis
. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang
dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media
massa cetak dan/atau elektronik
Sedan . Penundaan 1. Pemberhentian Pelarangan
g mengikuti sementara dari sementara
perkuliahan jabatan tanpa aktivitas di
(skors); memperoleh hak perguruan
. Pencabutan jabatan; tinggi
beasiswa;ata | 2. Pengurangan
u tunjangan kinerja
3. Pengurangan sesuai peraturan
hak lain. perundang-
undangan; atau
3. Pengurangan hak
lain sesuai
peraturan
perundangundangan
Berat | Pemberhentian Pemberhentian tetap . Pencabutan
tetap sesuai ketentuan izin
peraturan beraktivitas
perundangundangan di
perguruan
tinggi; dan/
atau
. Pemutusan
hubungan
kerja sama
dalam
pelaksanaa
n tridarma
pendidikan
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3. Pemulihan Korban. Agar korban dapat mengikuti pendidikan dan
melaksanakan pekerjaan dengan optimal, pemimpin perguruan tinggi
harus memastikan korban mendapatkan pemulihan kondisi psikologis
dan/atau fisiknya sesuai dengan persetujuan korban, dalam bentuk:
tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial
dan Rohani.

persetujuan korban yang mengacu pada Permendikbudristek PPKS
dengan melibatkan beberapa individu di dalam atau di luar perguruan
tinggi, antara lain: dokter/tenaga kesehatan lain; konselor; psikolog;
tokoh masyarakat; pemuka agama; dan/atau pendamping lain sesuai
kebutuhan termasuk kebutuhan korban disabilitas.

Pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan pemulihan korban
sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat
persetujuan korban. Dalam beberapa kasus, pelapor kekerasan seksual
bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder
(secondary traumatic stress). Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi
perlu  memberikan pemulihan saksi sesuai dengan uraian dalam
rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat persetujuan saksi.

Pimpinan perguruan tinggi melalui Satgas PPKS perlu memastikan
bahwa hak mahasiswa dalam proses pembelajaran dan hak kepegawaian
(atau hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) pendidik
dan tenaga kependidikan, yang menjadi korban kekerasan seksual tidak
berkurang karena masa pemulihan mereka.

Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan korban kekerasan
seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga mahasiswa, pendidik,
atau tenaga kependidikan yang menjadi korban tetap mendapatkan
haknya. Maksud fleksibel tersebut adalah pemenuhan hak atas pendidikan
atau pekerjaan korban yang sesuai dengan kebutuhan korban setelah
mengalami kekerasan seksual.

Langkah-langkah maupun strategi dalam penanganan kekerasan
seksual sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dapat berbeda-berbeda
di berbagai negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, selalu penting untuk
mencari informasi lebih lanjut tentang proses penanganan kekerasan
seksual yang berlaku di daerahnya masing-masing dan memastikan
bahwa korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan

C. Lembaga Pengada Layanan Penanganan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan oleh pihak-pihak
profesional dibidangnya. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui siapa saja
lembaga pengada layanan yang sudah biasa terlibat dalam penanganan kasus
kekerasan seksual. Berikut merupakan lembaga-lembaga yang dapat
membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual (FPL, 2025; HPU
UGM, 2019):
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Tabel 7. Lembaga Pengada Layanan Penanggulangan Kekerasan Seksual

Rumah Aman Untuk
Penyintas Dengan
Kehamilan Yang Tidak
Diinginkan (KTD)
Layanan Advokasi Dan
Pendampingan

No Na".‘a . Jenis layanan Alamat dan
) Organisasi Kontak
1 Perkumpulan o Konseling Remaja JI. Tentara Rakyat
Keluarga o Layanan Medis Mataram, Gang Kapas
Berencana e Kilinik Voluntary JTI1/705, Badran,
Indonesia Counseling And Testing Yogyakarta — 55231
(PKBI) di (VCT) Dan Infeksi www.pkbi-diy.info
Yogyakarta Menular Seksual (LMS) Telp.: (0274) 586767

2 Rifka Annisa
Women’s

Konseling Dan
Pendampingan Psikologis

JI. Jambon 4, No. 69A,
Kompleks Jatimul

Kebijakan Dan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Crisis Center o Konseling Dan yo
(dapat diakses Pendampingan Hukum Indah, Yogyakarta —
oleh laki-laki) o Rumah Aman 55241
o Layanan Penjangkauan
o Penguatan Kapasitas Mitra | www.rifka-annisa.org
Eksternal Telp.: (0274) 55294; (0274)
553333
Email: rifka@rifka-
annisa.org
Hotline: 6285799057765
3 Lembaga o Konsultasi Dan Bantuan JI. Benowo, Prenggan,
Bantuan Hukum Kotagede, Yogyakarta -
Hukum (LBH) | e Layanan Advokasi 55172
Yogyakarta o Publikasi, Kampanye, Dan | www.Ibh
Pengorganisasian yogyakarta.org
Telp.: (0274) 4436859
4 Lembaga « Konseling JI. Tentara Rak
Bantuan o Konsultasi Dan Bantuan yat Mataram,
Hukum (LBH) Hukum Gang Kapas B2, Badran,
Apik o Layanan Advokasi, Yogyakarta — 55231
Yogyakarta Termasuk Advokasi Telp.: (0274) 554429/

0857 1350 8171

5 LBH APIK
Aceh

Konseling

Konsultasi Dan Bantuan
Hukum

Layanan Advokasi,
Termasuk Advokasi
Kebijakan Dan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

JI. T. Nyak Arif No. 77,
Mns. Mesjid, Muara Dua,
Lhokseumawe, Aceh

Email: Ibhapikaceh@gmail.
com

Hotline: 628126512694
Tlp. Kantor: (0645) 43150
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6 LBH APIK e Konseling JI. Jermal VII No. 26B,
Medan o Konsultasi Dan Bantuan Denai, Medan Denai,
Hukum Medan, Sumatra Utara.
o Layanan Advokasi,
Termasuk Advokasi Email: admlbhapikmedan@
Kebijakan Dan Sosialisasi gmail.com
Peraturan Perundang- Hotline: 6282115063359
Undangan Tlp. Kantor:
6282115063359
7 LBH APIK o Konseling Perumahan Puri Kartika
Banten o Konsultasi Dan Bantuan Banjarsari Blok B5/13 Rt
Hukum 07/11, Kelurahan
o Layanan Advokasi, Banjarsari Kecamatan
Termasuk Advokasi Cipocok Jaya, Kota Serang,
Kebijakan Dan Banten
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Email: Ibhapikbanten@gma
il.com
Hotline: 628113920111
Tlp. Kantor: (021) 7434111
8 LBH APIK o Konseling JI. Raya Tengah No 31
Jakarta o Konsultasi Dan Bantuan Rt/Rw 001/009, Kampung
Hukum Tengah, Kramatjati, Jakarta
e Layanan Advokasi, Timur, DKI Jakarta
Termasuk Advokasi
Kebijakan Dan Email: infojksut@Ibhapik.o
Sosialisasi Peraturan rg
Perundang-Undangan Hotline: 6281388822669
Tlp. Kantor: 021-87797289
9 LBH APIK o Konseling Jalan Poncowolo Timur I,
Semarang o Konsultasi Dan Bantuan No. 409A, RT 001, RW
Hukum 006, Pendrikan Lor,
e Layanan Advokasi, Semarang Tengah, Kota
Termasuk Advokasi Semarang, Jawa Tengah
Kebijakan Dan
Sosialisasi Peraturan Email: apiksemarang@yah
Perundang-Undangan 00.com
Hotline: 6282124117070
Tlp. Kantor: (024) 3510499
10 LBH APIK o Konseling JI. Trengguli No. 85,
Bali e Konsultasi Dan Bantuan Penatih, Denpasar Timur,
Hukum Denpasar, Bali
e Layanan Advokasi,
Termasuk Advokasi Email: apik.bali@yahoo.co
Kebijakan Dan m
Sosialisasi Peraturan Hotline: 6281999982064
Perundang-Undangan Tlp. Kantor:
6281999982064
11 LBH APIK o Konseling JI. Dr. Soetomo No 19,
NTB o Konsultasi Dan Bantuan Karang Baru, Selaparang,
Hukum Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat
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Layanan Advokasi,
Termasuk Advokasi Email: Ibhapikntb17@gmai
Kebijakan Dan l.com
Sosialisasi Peraturan Hotline: 6285239135303
Perundang-Undangan Tlp. Kantor: 0370-634111
12 YLBH APIK Konseling JI. Sukses 1 Perum Pondok
Kaltim Konsultasi Dan Bantuan Giri Indah Blok O No 2
Hukum Rt.39, Kel.Sambutan,
Layanan Advokasi, Kecamatan Sambutan, Kota
Termasuk Advokasi Samarinda, Kalimantan
Kebijakan Dan Timur
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Email: ylbhapikkaltim@gm
ail.com
Hotline: 628125822715
Tlp. Kantor: 628125822715
13 LBH APIK Konseling JI. Perintis Kemerdekaan
Sulawesi Konsultasi Dan Bantuan Km. 14 (Perumahan Bukit
Selatan Hukum Khatulistiwa) Blok M.18,
Layanan Advokasi, Berua, Biringkanaya,
Termasuk Advokasi Makasar, Sulawesi Selatan
Kebijakan Dan
Sosialisasi Peraturan Email: Ibh_apikmks@yaho
Perundang-Undangan o.co.id
Hotline: 628115863444
Tlp. Kantor: (0411)
8993033
14 LBH APIK Konseling JI. Sam Ratulangi Il nomor
NTT Konsultasi Dan Bantuan 33, Penkase Oeleta, Alak,
Hukum Kota Kupang, Nusa
Layanan Advokasi, Tenggara Timur
Termasuk Advokasi
Kebijakan Dan Email: Ibhapik.ntt@gmail.c
Sosialisasi Peraturan om
Perundang-Undangan Hotline: 6282147243550
Tlp. Kantor:
6281339438487
15 Samsara Pendampingan Untuk Www.samsara.or.id
Penyintas dengan Telp.: (0274) 4282280/
Kehamilan yang Tidak 0878 3977 0033
Diinginkan (KTD)
Layanan Advokasi Dan
Pelatihan
16 UNALA Layanan Kesehatan Hotline: 0811 255 5390
Youth Seksual Dan Reproduksi (10.00-17.00 WIB)
Ramah Remaja
Layanan Medis
Layanan Konseling
17 Komnas Layanan Pengaduan Hotline:
Perempuan Kasus (021) 3903963
(021) 80305399
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18 SAPA 129 e Layanan dari Telepon 129, WhatsApp
Kementerian 08111129129
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
19 Satgas PPKS e Penerimaan Laporan Perguruan Tinggi
kekerasan seksual
e Pemeriksaan
e Penyusunan Kesimpulan
dan Rekomendasi
e Pemulihan
e Pencegahan
Keberulangan
20 Forum e Forum yang memberikan | JI. Salemba Tengah No. 39-
Pengada layanan bagi perempuan BB, RT.14/RW.3, Paseban,
Layanan (FPL) korban kekerasan Senen, Jakarta Pusat,
Jakarta 10440
21 Sapa Institute o Pendampingan medis Jalan Ebah RT 01/03, Desa
o Pendampingan hukum Cipaku, Kecamatan Paseh,
o Pendampingan psikologi Kabupaten Bandung, Jawa
o Pemberdayaan ekonomi Barat 40383
e Layanan berbasis
komunitas Email: office@yayasansapa
.id
Hotline: 6281394979037
Tlp. Kantor: 022-84224439
22 Embun Pelangi | e Pencegahan kekerasan Komplek Anggrek Permai
dan eksploitasi seksual blok k no 22 Desa Desa
kepada masyarakat Baloi Indah, Kecamatan
e Penanganan korban Lubuk Baja, Kota Batam,
Perempuan dan Anak Kepulauan Riau
o Advokasi
Email: yayasanembunpelan
gi_kepri@yahoo.com
Hotline: 6285264386557
Tlp. Kantor: (0778) 426570
23 Nurani o Bantuan psikologis dan Minahasa Il1, No. 9, Jati,
Perempuan hukum kepada para Padang Timur, Padang,
wcCC korban dan keluarga yang | Sumatera Barat
mengalami kekerasan
o Menyediakan rumah Email: nuraniperempuan@
aman. yahoo.com
Hotline: 6282386850600
Tlp. Kantor: 082386850600
24 Yayasan o Hak-hak pendidikan, JI. Kesehatan No. 06
PUPA kesehatan reproduksi, Kelurahan Anggut Bawah,
Bengkulu ekonomi dan Ratu Samban, Kota
perlindungan hukum bagi | Bengkulu, Bengkulu.
perempuan dan anak
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(terutama kelompok
marginal)

Email: yayasanpupa.bkl@g
mail.com

Hotline: 6281279801434
Tlp. Kantor: 0736-23344

25 LRC-KIHAM e Medis JI. Kauman Raya No 61A,
e Psikologis Palebon, Pedurungan, Kota
e Bantuan hukum Semarang, Jawa Tengah
o Rehabilitasi sosial
Email: Irc_kjham2004@ya
hoo.com
Hotline: 6285641180069
Tlp. Kantor: (024) 6715520
26 Yabiku NTT e Pendampingan korban JI. Ahmad Yani, Kelurahan
kekerasan Kefamenanu Selatan, Kota
o Advokasi Kefamenanu, Timor
Tengah Utara/TTU, Nusa
Tenggara Timur
Email: nttyabiku61l@gmail.
com
Hotline: 6281339438035
Tlp. Kantor: (0388)
2430969
27 wcCcC Konseling Kantor Sinode GKP. JI.
Pasundan Pendampingan Dewi Sartika 119, Kota
Durebang pemeriksaan kesehatan Bandung, Jawa Barat.
o Advokasi
Email: wece.pasundandureb
ang@gmail.com
Hotline: 6282221039276
Tlp. Kantor: (022) 5208723
28 WCC Mawar Konseling JI. Sutan Syahrir No.22
Balqis Pendampingan medis Desa Arjawinangun,
Advokasi Kecamatan Arjawinangun,
Cirebon, Jawa Barat
Email: weccmawarbalgis@y
ahoo.com
Hotline: 6282211300501
Tlp. Kantor: (0231) 358444
29 Cahaya e Konseling Psikologis JIn. Indragiri 1 No. 3,
Perempuan e Pendampingan Hukum Padang Harapan, Gading
wcCC o Fasilitasi Pemulihan Cempaka, Kota Bengkulu,
e Penyuluhan dan Edukasi Bengkulu
Email: cp.wccbengkulu@g
mail.com
Hotline: 6282306738686
Tlp. Kantor: (0736) 348186
30 wcCC Layanan medis JI. Musi 3 Komplek Way
Palembang Psikologi Hitam Blok H68,

Psikososial, dan

Kelurahan Siring Agung,
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Bantuan hukum. Ilir Barat I, Kota
Palembang, Sumatera
Selatan
Email: wee_plg@hotmail.c
om
Hotline: 6282175653235
Tlp. Kantor: 0711-321063
31 WCC Jombang Konseling atau konsultasi | JI. Patimura Selatan No. 7
psikologis. Blok B, Jombang, Jawa
Pendampingan hukum Timur
(Litigasi dan Non litigasi)
Penyediaan rumah aman Email: weccjombang@gmail
untuk perempuan korban | .com
kekerasan Hotline: 628123502062
Tlp. Kantor: (0321)
8495968
32 WCC Nganjuk Layanan pendampingan Jalan Kapten Tendean
korban kekerasan Nomor 14, Payaman,
Nganjuk, Jawa Timur
Email: weenganjuk@gmail.
com
Hotline: 6281232943467
Tlp. Kantor:
6281232943467
33 WCC Dian Layanan pencegahan, JI. Jombang gg. I11A no.01,
Mutiara penanganan, dan Gadingkasri, Klojen, Kota
Parahita pemulihan Malang, Jawa Timur
Email: wcedianmutiara@g
mail.com
Hotline: 6282245175700
Tlp. Kantor:
6282245175700
34 WCC Savy Layanan pendampingan Rungkut Barata UA no. 3,
Amira psikologis dan hukum Gunung Anyar, Rungkut
Menanggal, Kota Surabaya,
Jawa Timur
Email: savyamiral997@gm
ail.com
Hotline: 6285100284788
Tlp. Kantor:
6285100284788
35 WCC Pasuruan Layanan pendampingan Dudung Doropayung RT
dan perlindungan 03/ 03 Kel. Sekarhadung
perempuan dan anak Kota Pasuruan, Jawa Timur
korban kekerasan
berbasis gender Email: pasuruanwcc@gmai
l.com
Hotline: 6289699210795
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Tlp. Kantor:
6289699210795

36

HWDI

e Perlindungan
dan pemberdayaan
perempuan penyandang
disabilitas

JI. Cempaka Putih Tengah
XXVI A No. 11A, RT.
002/006 Cempaka Putih,
Jakarta Pusat 10510,
Indonesia

Email: hwdi.info@gmail.co
m

Hotline: 6287889309301
Tlp. Kantor: 021-29614294

37

SPEK-HAM
Surakarta

Layanan konseling,
Konsultasi hukum, dan
Pendampingan hukum

Jalan Srikoyo No. 20 RT 01
RW 04, Karangasem,
Laweyan, Surakarta, Jawa
Tengah

Email: spek-
ham@indo.net.id

Hotline: 6283836662020
Tlp. Kantor: 0271-714057

38

Sahabat
Perempuan
(SAPER)

e Pendampingan dan
layanan bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

Dusun Dangean Rt 04 Rw
01, Desa Gulon,
Kecamatan Salam,
Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah

Email: sahabat_perempuan
2004@yahoo.com

Hotline: 0

Tlp. Kantor: (0293) 585573

39

SAPDA

Konsultasi Hukum dan
Konsultasi Psikologi

Perumahan Pilahan Permai
JI Catlea C 39,
Rejowinangun, Kotagede,
Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Email: info_sapda@yahoo.
com

Hotline: 6281392669448
Tlp. Kantor:
6281392669448

40

LPPA Bina
Annisa

e Layanan advokasi

Perumahan Gatoel JI. Jawa
No. 78, Kranggan, Kota
Mojokerto, Jawa Timur

Email: Ippabinaannisa@gm
ail.com

Hotline: 62811200415

Tlp. Kantor: 62811200415
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41 Sapuan Blitar Layanan psikologis dan JI. Kawi No. 88 RT 03/RW
pendampingan 02, Sukorejo, Sukorejo,
Blitar, Jawa Timur
Email: sahabatperempuana
naksapuan@gmail.com
Hotline: 6285816312676
Tlp. Kantor:
6285816312676
42 Koalisi Layanan Konsultasi Perumahan Siwalan Permai
Perempuan Layanan konseling Blok C-3, Kembangbilo,
Ronggolawe Layanana bantuan hukum | Tuban, Jawa Timur
Email: kpronggolawe@gm
ail.com
Hotline: 6281330423718
Tlp. Kantor: (0356)
8838165
43 Sanggar Suara Layanan konseling, JI. Beringin No.1,
Perempuan Layanan secara medis, Kesetnana, Mollo Selatan,
(SSP) Layanan secara hukum Timor Tengah Selatan,
dan Nusa Tenggara Timur
Pendampingan layanan
secara di Shelter Email: sspsoe3@gmail.com
Hotline: 6285239299900
Tlp. Kantor: (0388) 21889
43 Divisi Layanan konsultasi Jin. Ahmad Yani. No. 30,
Perempuan Layanan advokasi Nangameting, Alok Timur,
TRUK Sikka, Nusa Tenggara
Timur
Email: divptruk97 @gmail.c
om
Hotline: 6281237849185
Tlp. Kantor:
6281237849185
44 Bale Layanan berbasis Perumahan Mutiara
Perempuan komunitas untuk Cibubur Residence JI. Raya
Bekasi penanganan bagi Hankam Gang Gancen No.
perempuan korban 43 Blok C.7 Jati Ranggon,
kekerasan Jatisampurna, Kota Bekasi,
Jawa Barat
Email: baleperempuanoffic
e@gmail.com
Hotline: 685158824741
Tlp. Kantor: 685158824741
45 Lembaga Layanana konseling JI. MH Thamrin No 14,
Advokasi psikologis Gotong Royong, Tanjung
Perempuan Layanan konsultasi Karang Pusat, Kota Bandar
DAMAR hukum Lampung, Lampung
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Email: lembagaadvokasida
mar@gmail.com

Hotline: 6282134394119
Tlp. Kantor: 0721264550

46

Amita WCC
Ponorogo

Layanan Perlindungan
Perempuan & Anak
Ponorogo

JI. Halim Perdanakusuma
no. 15B, Kelurahan
Tonatan, Ponorogo, Jawa
Timur

Email: amitawccponorogo
@gmail.com

Hotline: 6289516100333
Tlp. Kantor:
6289516100333

47

HWDI DKI
Jakarta

Perlindungan

dan pemberdayaan
perempuan penyandang
disabilitas

JL. Bumi Raya VV no 4 RT
009/03, Duret Sawit,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Email: muharyati2854@gm
ail.com

Hotline: 6285281277112
Tlp. Kantor:
6285281277112

48

Libu
Perempuan

Penanganan isu tentang
perempuan dan gender

JI. Dirgantara nomor 8E
dan F, Birobuli Utara, Palu
Selatan, Kota Palu,
Sulawesi Tengah

Email: libuperempuan@ya
hoo.com

Hotline: 6282248941610
Tlp. Kantor:
6282248941610

49

Rumah
Harapan GMIT

Layanan pendampingan
korban kekerasan

Jalan Tom Tauselak No 31,
Oebufu, Oebobo, Kota
Kupang, Nusa Tenggara
Timur

Email: rumaharapangmit@
gmail.com

Hotline: 628113831100
Tlp. Kantor: 628113831100

50

UPT P2TP2A
kota
Yogyakarta

Layanan Pendampingan
Hukum,Psikologi,Jasa
Persidangan,Mediasi dan
Drop In.

Jalan Batikan NO 20
Yogyakarta

Telpon: 0274514419, Hot
Line Servis: 08112857799 (
Gratis bebas Pulsa ) Dan
JSS SIKAP (Sistem
Informasi Kekerasan anak
dan perempuan)
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Nama-nama lembaga layanan penanganan kekerasan seksual di atas
bisa sangat membantu bagi korban kekerasan seksual. Ada beberapa langkah
pertolongan pertama jika ada orang terdekat menjadi korban kekerasan
seksual, diantaranya (Makarim, 2022):

1. Segera Bawa ke Fasilitas Kesehatan Terdekat

Segera membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun, pastikan
fasilitas tersebut memiliki layanan forensik klinik atau dokter spesialis
forensik. Apabila tidak menemukan dokter forensik, dapat mengunjungi
rumah sakit terdekat. Umumnya fasilitas kesehatan memiliki layanan
pemeriksaan Klinis terkait kekerasan seksual. Dokter nantinya akan
menanyakan keluhan serta alur kejadian, memeriksa, dan mengidentifikasi
kelainan dan luka yang ada, serta mendokumentasikannya dalam catatan
medis. Dokumen ini nantinya dapat dijadikan resume medis apabila
dibutuhkan oleh penyintas untuk mengajukan laporan ke kepolisian atau
lembaga terkait. Ingat, bukti kekerasan seksual akan mudah hilang seiring
berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk segera memeriksakan ke
fasilitas kesehatan terdekat dan mendokumentasikannya untuk kepentingan
lebih lanjut.
2. Jika Dialami Anak, Perhatikan Gejalanya

Pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, sering kali sulit
mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Pasalnya, anak-anak cenderung
tidak mengetahui dan tidak dapat mengungkapkan kerjadian yang telah
mereka alami. Deteksi dini dapat dimulai ketika anak mengeluh adanya nyeri
saat buang air kecil atau buang air besar. Namun ingat, eluhan tersebut tidak
selalu muncul pasca tindakan kekerasan seksual. Anak-anak juga tidak
mudah untuk mengatakan hal hal yang dianggap traumatis untuk dirinya.
Oleh karena itu, stimulasi dengan bermain peran atau menggambar menjadi
salah satu cara untuk menggali informasi dari anak yang mengalami
kekerasan seksual.
3. Laporkan Kejadian ke Kepolisian atau Lembaga Hukum Independen

Lainnya

Upaya pertolongan pertama pada korban kekerasan seksual selanjutnya
adalah melakukan pelaporan kejadian ke lembaga penegak hukum. Hal ini
dimaksudkan agar barang bukti masih dapat terjaga dan meminta surat
permohonan visum. Visum ini nantinya akan diijadikan alat bukti di
persidangan setelah berkas kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Visum juga
nantinya dapat diambilkan dari hasil dokumentasi pemeriksaan yang pernah
dijalani setelah kasus kekerasan seksual terjadi. Apabila trauma yang terjadi
cukup mendalam sehingga penyintas ragu dan takut untuk melaporkan ke
pihak berwajib, penyintas dapat berkonsultasi ke lembaga bantuan hukum
atau organisasi independen lain. Misalnya ke Komnas Perempuan untuk
meminta saran serta bantuan.
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4. Temukan Rumah Aman atau Jadilah Rumah Aman untuk Mereka

Tak jarang pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat dari
penyintas. Oleh karena itu, seringkali penyintas tidak dapat menghindari
situasi yang mengharuskan penyintas dan pelaku saling bertemu. Hal ini
tentu akan menambah luka traumatis bagi penyintas, bahkan terkadang
menambah Kkekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, segera temukan
rumah aman untuk penyintas kekerasan seksual. Beberapa lembaga
independen seperti Komnas Perempuan memiliki rumah aman yang dapat
menyediakan kebutuhan penyintas sementara sembari memberikan bantuan
layanan psikis dan kesehatan lainnya.
5. Bantu Korban Kekerasan Seksual untuk Memulihkan Diri

Peristiwa kekerasan seksual bagi penyintas adalah peristiwa traumatik
yang sangat berat dalam hidupnya. Banyak yang mengalami gangguan
kesehatan mental setelahnya seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga
gangguan stres pasca trauma. Kondisi ini bahkan kerap memunculkan gejala
kilas balik yang memilukan. Oleh karena itu, penting untuk dapat
memulihkan kesehatan mental penyintas kekerasan seksual agar dapat
beraktivitas secara normal kembali. Gunakan layanan psikolog atau psikiater
profesional untuk mendapatkan bantuan dalam memulihkan kesehatan
mental. Beberapa organisasi non profit dan independen bahkan telah
menyediakan layanan serupa secara gratis. Selain itu, menjadi seseorang
yang selalu ada disampingnya merupakan hal paling mudah yang bisa kita
lakukan. Berikan penyintas ruang dan waktu untuk dapat mengenali lukanya
dan dapat kembali beraktivitas.
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PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN -
SEKSUAL DI SEKOLAH

Kekerasan sekual pada ammak merupakan masalah serius yang dapat
merusak masa depan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang (Alucyana et all., 2020). Kekerasan seksual merupakan suatu
masalah yang lama telah diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat
Indonesia, dan kekerasan seksual termasuk ke dalam pelanggran hak asasi
manusia (Paradiaz dan Soponyono, 2022). Seorang anak berhak
mendapatkan kemanan, kedamaian, dan kebahagiaan, sehingga anak perlu
dibekali dengan keterampilan sosial seperti self help mechanism agar anak
dapat melindungi diri dari tantangan yang ada, termasuk di dalamnya
kekerasan terhadap anak (child abouse) (Septiani, 2021). Dalam mencapai
tujuan pendidikan, sekolah perlu menciptakan susana yang ramah bagi anak.
Siswa dari sekolah dasar hingga sekolah mnengah atas semakin sering
melaporkaan berbagai tindakan kekerasan di sekolah mereka. Siswa
melakukan kekrasan terhadap satu sama lain, begitu pula guru terhadap guru,
orang tua terhadap orangtua, orang tua terhadap anak, guru terhadap anak-
anak. Dengan mengutamakan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak
untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk
mendapatkan pendidikan, program ini berusaha untuk melindungi siswa saat
mereka berada di sekolah (Evianah, 2023).

A. Pencegahan dan Penanganan di Sekolah

Pendidikan merupakan upaya yang ditujukan untuk kemaslahatan dan
kesejahteraan peserta didik dan masyarakat. Pendidikan adalah proses
melatih peserta didik yang dirancang dalam bentuk pengalaman belajar untuk
menambah dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran,
karakter, khususnya melalui persekolahan formal Webster’s New World
Dictionary dalam (Sagala 2013). Sekolah menurut kamus besar bahasa
Indonesia merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar,
serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dapat juga diartikan
sebagai jalur pendidikan formal, yang terdiri dari perdidikan dasar,
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pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup
pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan
pendidikan khusus. Jalur pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan dapat
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat
(UU sisdiknas 2003).

Tugas-tugas perkembangan siswa sekolah di tingkat menengah
pertama anatara lain : (1) mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, (2) mempersiapkan
diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik
dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, (3)
mencapai hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya
sebagai pria atau wanita, (4) memantapkan nilai dan cara bertingkah laku
yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, (5) mengenal
kemampuan bakat, dan minat serta arah kecenderungan karier dan apresiasi
seni, (6) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan
kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau
mempersiapkan karier serta berperan dalam kehidupan masyarakat, (7)
mengenal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional,
sosial dan ekonomi, (8) mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai
pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat dan minat manusia
(Danim dan Khairil, 2014).

Pemberdayaan sekolah adalah salah satu cara untuk mewujudkan
peningkatan sumber daya masyarakat, sehingga tidak berorientasi pada
kepentingan kapitalisme. Prinsip pemberdayaan yaitu dengan memberikan
otonomi yang luas kepada lembaga, seperti lembaga satuan pendidikan
dalam memecahkan masalah-masalah di lembaganya sendiri. Sekolah yang
memiliki otonomi akan secara mandiri dapat merencanakan, menyusun
program, melaksanakan program, evaluasi program, dan melakukan umpan
balik serta membuka ruang kreativitas, inovasi, dan sejumlah pembaruan
sekolah (Sagala, 2013).

Pendidikan karakter disekolah, menurut Michael Novak, adalah
campuran kesuaian dari semua kebaikan yang teridentifikasikan oleh tradisi
religious, cerita sastra, kaum bijaksana dan sekumpulan orang yang berada
dalam sejarah. Tidak ada seorang yang memiliki semua kebaikan dan
pastinya setiap orang memiliki beberapa kelemahan (Lickona, 2016).

Tujuan pendidikan karakter disekolah antara lain (1) menguatkan dan
mengembangkan nilai kehidupan yang penting dan perlu sehingga menjadi
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kepribadian atau kepemilikan peserta didik disekolah sebagaimana nilai-nilai
yang dikembangkan (2) dapat mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan disekolah (3) membangun
jarring dengan keluarga dan masyarakat dalam membentuk tanggung jawab
pendidikan secara bersama (Kesuma, Triatna, & Permana, 2018).

Pengetahuan Moral : Perasaan Moral
1. Kesadaran moral 1. Hati nurani
2. Pengetahuan nilai 2. Harga diri
moral P N 3. Empati
3. Penentuan perspektif b " | 4. Mencintai hati yang baik
4. Pemikiran moral 5. Kendali diri
5. Pengambilan 6. Kerendahan hati

keputusan
6. Pengetahuan pribadi

Tindakan Moral
1. Kompetensi
2. Keinginan
3. Kebiasaan

Gambar 8. Diagram Komponen Karakter yang Baik (Lickona, 2016)

Gambar anak panah dalam gambar tersebut diatas menunjukkan
bahwa masing-masing domin karakter lainnya saling berhubungan dan saling
mempengaruhi antara domian satu dengan domain lainnya. Salah satu fungsi
pendidikan adalah untuk membentuk karakter, serta peradapan angsa yang
bermartabat. Kecerdasan kehidupan bangsa merupakan landasan yang paling
mendasar dalam pendidikan dilandasi oleh kemampuan, watak, atau karakter
warga negaranya. Melalui proses pendidikan atau pembelajaran maka dapat
dibangun kepribadian peserta didik yang berkarakter. Pendidikan dalam
perubahan sosial budayanya memiliki pengetahuan, berkompetensi, dan
memiliki keterampilan atau skills yang mengandung nilai-nilai karakter
mulia an cerdas. Sigmund Frued menyatakan “character is a striving sistem
wich underly behavior”. Karakter merupakan kumpulan nilai yang terwujud
alam sistem daya yang memberikan landasan pada pemikiran,sikap dan
perilaku (Sagala, 2013).
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B. Peran Sekolah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang
berpeluang untuk dapat terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan pada
anak. Bebrapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan
dilingkungan sekolah antara lain : (a) karakter siswa yang kurang terbina
dengan baik di rumah maupun di sekolah, hal ini disebabkan karena
banyaknya konten kekerasan pada anak usia dini sehingga berpengaruh besar
terhadap perekembangan anak. Anak memiliki kecenderungan untuk tumbuh
menjadi anak yang kasar dan temperamental (b) faktor rendahnya
kompetensi pedagogi yang dimiliki guru, terutama dalam penguasaan di
kelas serta dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan
menyenangkan (Simatupang, 2019)

Haniffadhillah dalam Tripeni (2013) menyebutkan bahwa tindakan
kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga maupun sekolah
dapat di latarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Ekonomi. Stress dan rasa frustasi akan himpitan ekonomi banyak
menjadi alas an seseorang untuk melakukan kekerasan pada anak

b. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pemicu terjadinya
kekerasan pada anak sebagai pelampiasan akan emosi orang tua. Tidak
jarang juga bahwa seorang anak yang mendapatkan kekerasan di dalam
keluarga nya, maka akan melakukan kekerasan terhadap teman
sebayanya. Tindakan tersebut sebagai bentuk balas dendam atas perilaku
yang ia terima.

c. Faktor budaya dan kebiasaan. Anggapan bahwa anak harus menuruti
semua perintah orang tua dan apabila anak tersebut tidak patuh, maka
diperbolehkan untuk dipukul, dicubit ataupun dibentak. Budaya tersebut
memiliki kesan bahwa kekerasan yang dilakukan bertujuan untuk
mendidik anak agar menjadi patuh terhadap orang tua

d. Penyebab kekerasan lainnya adalah kebiasaan home parenting yang
cenderung “kasar” sehingga diturunkan kepada anak saat berinteraksi di
sekolah.

Upaya pencegahan kekerasan yang terjadi di sekolah secara umum dapat

dilakukan dengan :

a. Usaha mengenal dan mengetahui ciri secara umum dan khusus pada
seluruh peserta didik

b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para
siswa siswi karena setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan
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masing-masing, serta berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-
beda

c. Melakukan pembinaan siswa siswi yang dilakukan secara intensive, baik
melalui wali kelas ataupun melibatkan bagian bimbingan dan konseling
(Putra, 2015).

Menurut Haniffadhillah (2022), beberapa upaya yang di lakukan oleh
sekolah dalam pencegahan terjadinya kekerasan, khususnya di lingkungan
sekolah adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa tentang definisi
maupun dampak dari kekerasan, membuat tata tertib, menyediakan berbagai
ektrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, serta bekerja sama
dengan lembaga-lembaga terkait, guna tercapainya lingkungan sekolah
ramah anak. Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam
pencegahan kekerasan, terutama kekerasan seksual adalah :

a. Sekolah ramah anak sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di
sekolah

Sebagai salah satu indikator ketercapaian atau terwujudnya
sekolah ramah anak adalah dengan terciptanya zero case di lingkungan
sekolah. Sekolah mempunyai peran penting, selain lingkungan keluarga
dalam pembentukan dan pengembangan pengetahuan dan mental peserta
didik. Peran sekolah dalam memberikan edukasi baik secara sosial,
maupun psikologis dalam hal mensikapi segala kondisi yang terjadi pada
anak sebagai benteng perlindungan diri, bukan hanya sebatas
pembangunan intelektual. Peraturan dan kebijakan tentang perlindungan
anak cenderung lebih berfokus pada rehabilitasi Ketika anak masuk ke
dalam permasalahan hukum dan sering megbaikan aspek-aspek
pencegahan (Ali & Rosaline, 2020; Istiningsih et al., 2021).

Berdasarkan landasan konstitusi, dalam wewenang pemerintah
daerah, pemerintah pusat mengatur perlindungan anak dalam UU Nomor
32 Tahun 2004. Dikuatkan dengan peraturan Menteri pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya
tranformasi hak-hak perlindungan anak yang terintegrasi dalam proses
pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program layak anak
disetiap daerah kabupaten/kota (Artadianti & Subowo, 2017).

Sekolah ramah anak merupakan upaya perbaikan organisasi
sekolah yang menekankan pada Kesehatan fisik dan mental anak-anak
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serta memberikan perhatian lebih, pada akses Pendidikan, pemerataan
dan kualitas. Oleh sebab itu, peran guru di sekolah ramah anak memiliki
kendali penuh atas anak dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan
belajar yang tepat, tanpa kekerasan, pelecehan dan menjaga martabat
anak. Hinga & Andolita (2019) mengatakan bahwa masih rendahnya
pengetahuan anak, terutama di sekolah dasar tentang kekerasan seksual
sehingga dibutuhkan beberapa upaya untuk lebih mengenalkan maupun
lebih meningkatkan pengetahuan anak tentang kekerasan seksual melalui
media yang mudah untuk dapat diterima dan difahami. Beberapa media
tersebut dapat berupa video, animasi dan lagu yang memiliki lirik berisi
tentang informasi terkait kekerasan seksual.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah program yang bertujuan
untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman, peduli, sehat, bersih
dan menjunjung tinggi hak-hak anak atau bebas diskriminasi, aman dari
kekrasan, dann bebas dari perilaku negatif lainnya selama dilingkungan
sekolah (Lukman, et all., 2022) . salah satu penyebab utama perlunya
program sekolah ramah anak adalah maraknya kasus kekrasan terhadap
anak yang terjadi di sekolah. Setiap tindakan yang berpotensi
menyebabkan cidera atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis,
dianggap sebagai kekerasan, begitu pula pemaksaan, ancaman untuk
melakukan tindakan tersebut, atau pembatasan kebebasan. Setiap
aktivitas seksual yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai usia
tertensu dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual mereka
dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Kekrasan seksual
terhadap anak di bawah umur mencakup berbagai tindakan seperti
menyentuh  bagian  pribadi  mereka, pemerkosaan, sodomi,
memperlihatkan alat kelamin mereka dan lain sebagainya. Sekolah harus
menjadi institusi yang mendukung keluarga dan masyrakat dalam
membesarkan anak-anak yang memiliki kualitas fisik, kognitif dan moral
yang kuat. Sekolah harus dibangun dengan berbagai fasilitas yang sesuai.
Hal tersebut dapat digunakan untuk mmefasilitiasi pembelajaran dan
menumbuhkan kreativitas mellaui komunikasi. Ketika insiden kekerasan
terjadi di ruang kelas, maka pola perilaku pelajar siswa yang biasanya
berkembang secara normal menjadi kurang baik (Indraswati, et all., 2020)

Sekolah ramah anak menggunakan enam indikator yang digunakan
untuk mengukur capaian, yaitu (1) kebijakan SRA, (b) pelaksanaan
kurikulum, (c) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, (d)
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sarana dan prasarana SRA, partisipasi anak, dan (f) partisipasi orangtua,

lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan dan alumni

(Alfian dan Anwar, 2020). Menerapkan pendidikan yang bebas kekerasan

seksual pada anak sebagai dasar untuk menilai sikap dan menghentikan

insiden sangat penting. Orang tua harus memungkinkan dan memberikan
pendidikan seks kepada anak-anak mereka untuk mendidik mereka
tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Kegiatan ini harus
dilakukan sedini mungkin, setidaknya pada saat anak-anak berusia 3 atau

4 tahun, karena pada saat itulah mereka sudah dapat memahami konsep

organ-organ tubuh mereka. Pendidikan seks dapat diperkenalkan kepada

anak-anak secara bertahap dalam situasi sehari-hari, sejak dini, orang tua
dapat menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang identitas dan

perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan (Solehati et all., 2020)

b. Peningkatan pengetahuan siswa siswi tentang kesehatan reproduksi
Peningkatan pengetahuan siswa siswi di sekolah merupakan
bagian dari tanggungjawab guru, karena guru merupakan salah satu
stakeholder di sekolah yang sangat dekat dengan anak didiknya. Urgensi
edukasi sejak dini ditengah stigma tabu masyarakat, dan pola pendekatan
guru dalam memberikan edukasi seksual sejak dini dilakukan melalui
lagu-lagu yang memiliki syair tentang bagian-bagian anggota tubuh yang

boleh dan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain (Wahyuni, 2023).

Tindakan pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh sekolah
sepenuhnya mendapatkan dukungan oleh pemerintah, yang tertuang
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Dalam

Pasal 9 UU tersebut dengan jelas mengatakan bahwa :

1) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai
dengan minat dan bakat

2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan
dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan / atau pihak lain

3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (la), anak penyandang disabilitas berhak
memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
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c. Optimalisasi peran komite sekolah

Pendidikan bagi manusia sangatlah penting, selain mengembangkan
potensi manusia dan membuat manusia agar dapat berfikir, menganalisa dan
memuutuskan suatu hal, serta bertujuan membuat manusia menjadi lebih
baik. Pendidikan memiliki pencapaian tertentu sehingga perlu adanya
perencanaan, antaranya tujuan pendidikan, status sitem pendidikan, alternatif
pemecahan masalah dan strategi pencapaian tujuan (Ramadhani et all.,
2021). Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
sebagai bentuk usaha menjadikan insan-insan yang berintelektual serta
berkarakter tinggi. Negara memiliki sistem pendidikan formal yaitu sekolah,
dimana sekolah merupakan wadah untuk anak yang memiliki serangkaian
kegiatan belajar mengajar demi kemajuan anak itu sendiri (Hadijaya, 2012).

Setiap lingkungan sekolah tentunya memiliki interaksi satu sama lain,
baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu sekolah memiliki
tata tertib yang wajib dilaksanakan seluruh komponen sekolah sehingga
kebudayaan sekolah yang menjunjung tinggi norma-norma dan sikap disiplin
agar tercipta suasana sekolah aman dan tentram. Sekolah yang merupakan
sarana pemerintah wajib memberikan jaminan bagi ketentraman lingkungan
sekolah terutama untuk anak dalam hal ini siswa atau peserta didik tetap
merasa aman di lingkungan sekolah, selain itu penanamkan nilai-nilai dan
norma yang menjadi landasan setiap individu berperilaku dan memiliki ciri
khas pada kepribadian dirinya. Lingkungan merupakan salah satu faktor
utama yang mempengaruhi anak dalam mengembangkan kemampuan dan
membentuk karakter selama proses pembelajaran baik dalam hal fisik,
maupun psikis anak ( Dewi & Muhammad, 2022).

Penyelenggaraan pendidikan memiliki standar pelayanan pada satuan
pendidikan termasuk peran serta masyarakat, dalam hal ini komite sekolah.
Komite sekolah merupakan pemanfaatan potensi pada badan mandiri yang
mewadahi peran serta masyarakat pada peningkatan mutu, pemerataan dan
efisiensi pengelolaan pendidikan. Kontribusi komite sekolah belum optimal
dalam pengawasan penyelenggaraan program sekolah yang seharusnya telah
diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kadang kala tidak
ada yang berperan dalam menghubungkan seluruh pihak sekolah dengan
stakeholder sekolah dan pihak orangtua / wali. Terjadinya kasus kekerasan
dan kurang pemenuhan hak bagi anak yang belum merata mengakibatkan
tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan. Kasus yang semakin hari
semakin meningkat namun masih kurang menginvestigasi laporan-laporan
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yang masuk sehingga tidak memunculkan suatu solusi dalam menyelesaikan
kasus-kasus tersebut. Kenggotaan komite sekolah terdiri dari orangtua siswa,
tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Pada kenyataannya tidak semua
anggota komite sekolah berperan aktif dalam agenda rapat untuk
memberikan pertimbangan dalam pelakasaan kebijakan pendidikan, bahkan
dalam menjalankan menjalankan tugas-tugasnya ( Dewi & Muhammad,
2022).

Program sekolah ramah anak, peran masyarakt sangat penting untuk
meningkatkan mutu pendidikan sehingga pihak sekolah dan masyarakat dan
orangtua siswa dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Komite
sekolah sebagai wadah bagi masyarakat atau orangtua dalam
mengoptimalkan pembangunan sekolah yang aman bagi anak dan
menampung aspirasi orangtua dalam bentuk pelecehan maupun
ketidakadilan dalam mendapatkan hak belajar di sekolah. Oleh karena itu
dapat dikatakan bahwa keberhasilan sutu program sekolah bukan hanya atas
dasar peran kepala sekolah, guru, tenaga kepndidikan dan siswa itu sendiri,
namun terdapat pihak lain yaitu komite sekolah yang berfungsi melakukan
pengawasan dan penghubung antar semua pihak serta dapat berkontribusi
dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk optimalisasi peran
sekolah terhapa program-program yang telah ditetapkan ( Dewi &
Muhammad, 2022).

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat untuk menerima
pembelajaran, lingkungan sekolah yang sehat, bersih aman dan nyaman
merupakan harapan bagi warga sekolah demi menunjang seluruh aktivitas
sekolah, utamanya proses belajar mengajar ( Maryana & rachmawati, 2013).

Manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah
proses pengelolaan komunikasi tersebut mulai dari kegiatan perencanaan
sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatannya. Komite
sekolah mampu menjalin komunikasi kepada kepala sekolah mengenai
perencanaan dan pengambilan kebijakan sekolah karena perencanaan
pennetuan proses kedepannya (Triwiyanto, 2021). Tujuan komite sekolah
menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis
dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan
pendidikan, sehingga seluruh pihak sekolah dan komite mampu
memunculkan kepercayaan satu sama lain dalam menjalankan peran dan
tanggungjawab sesuai kedudukan masing-masing dalam mengawasi
pengimplemtasian progra-program sekolah (Zulkifli, 2015). Salah satu
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fungsi

komite sekolah adalah sebagai mediator antara pemerintah,

masyarakat dan dewan sekolah. Sehingga komite dapat menjadi penghubung

diantara keduanya, keberadaan komite di lingkungan sekolah mampu

mengoptimalkan program-program pengembanagn sekolah (Awaru &

Syukur, 2019).

d. Melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tujuan upaya pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan
pendidikan, adalah untuk (pasal 2):

1)

2)

3)

4)

5)

Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga
satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan
satuan pendidikan

Mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga
satuan pendidikan lainnya, melakukan kekerasan di lingkungan
satuan pendidikan

Melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan seksual
Mengatur pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan
kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman,
inklusi, setara dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi

Upaya pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan dilaksanakan dengan prinsip (pasal 3) :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Non diskriminasi

Kepentingan terbaik untuk anak

Partisipasi anak

Keadilan dan kesetaraan gender

Kesetaraan hak dan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas
Akuntabilitas

Kehati-hatian

Keberlanjutan pendidikan

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di
lingkungan pendidikan meliputi (pasal 4):

1) Pesertadidik

2) Pendidik

3) Tenaga kepndidikan

4) Orang tua/wali
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5) Komite sekolah
6) Masyarakat
Satuan pendidikan yang dimaksud adalah:

1)
2)
3)

Satuan pendidikan anak usia dini
Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan disatuan pendidikan sesuai
dengan kewenangannya, melakukan pengutan tata kelola dengan cara
(Pasal 15):

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Menyususn dan melaksanakan tata tertib dan program pencegahan
dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
Menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kementrian dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan
penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang
ditetapkan oleh Kemntrian dann pemerintah daerah sesuai
kewenangannya

Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan

Membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan

Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK

Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam
pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan

Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan atau bantuan operasioanl sekolah untuk kegiatan
pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan
pendidikan

Menyediakan pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan
penanagnan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat

10) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan
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e.

64

Optimalkan Peran Penegak Hukum dalam Menangani Permasalahan

Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan

Pelecahan seksual merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Oleh karena itu, penegak

hukum memainkan peran penting dalam menegakkan maupun
memberikan efek jera bagi para pelaku pelecehan seksual agar tindakan
ini tidak terulang lagi serta dapat melindungi korban. Maraknya kasus
pelecahan seksual bisa terjadi dimana saja, baik dii lingkungan keluarga,
tempat bermain bahkan di sekolah. Pelaku dari kekerasan maupun
pelecehan seksual ini biasanya adalah orang terdekat, seperti teman

terdekat bahkan pendidik (Lilis, 2022).

Pemerintah telah berusaha mencegah kekerasan seskual dengan
mengeluarkan peraturan umum dan khusus, diantaranya sebagai berikut :
1) Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022

tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia yang dijamin oleh UUD negara
Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang TPKS ini, sebagai
Instrument untuk menegakkan hukum TPKS mulai dari pencegahan,
penanganan hingga pemulihan korban; selain itu UU TPKS juga
sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban sarta sarana untuk
mengobati masalah yang sudah terjadi dan mencegah sebab-sebab
terjadinya (Eko, 2022)

2) Kekerasan seksual dalam KUHP : dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat sejumlah pasal yang
membahas masalah kekrasan seksual. Salah satunya adalah jika
seseorang Yyang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan
hubungan seks di luar ikatan perkawinan dapat dikenakan hukuman
pidana penjara paling lama dua belas tahun menurut pasal 285 KUHP.
Sedangkan pasal 289 KUHP mengatur tentang pencabulan : seseorang
yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekrasan untuk memaksa
orang lain melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul,
yang merugikan kesusilaan dan kehormatan, dapat dipidanakan
dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun ( Novia, dkk.,
2024)
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Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan
pelecehan seksual dalam dunia pendidikan di Indonesia :

Menurut temuan oleh National Academis of Sciences and
Medicine (NAS), ditemukan bahwa masalah serius terjadi terkait
pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, sehhingga NAS
memberikan empat rekomendasi untuk dapat mengakhiri pelecehan
seksual :

1) Menggabungkan prinsip keberagaman dan penyatuan dalam
kebijakan dan prosedur

2) Mengubah cara kekuasaan berfungsi agar tidak selalu tergantung pada
penasihat

3) Menawarkan dukungan kepada korban pelecehan seksual mellaui
layanan dan pelaporan yang mengurangi risiko pembalasan

4) Meningkatkan tanggungjawab dan keterbukaan (Deding, 2020)

Anak-anak yang menjadi korban dalam system hukum memiliki
hak-hak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Hak-hak
tersebut meliputi mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi
dan nilai-nilai agama. Untuk memastikan rasa keadilan bagi masyarakat,
smeua bentuk bantuan hukum harus sesuai dengan tujuannya. Negara
harus bersikap netral dalam melindungi ketidakadilan yang dirasakan
oleh korban kejahatan seksual, terutama mereka yang mengalami
pelecehan seksual. Mengoptimalkan lembaga negara yang sudah
terbentuk, misalnya komnas perempuan dan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) untuk terus melkaukan sosialisasi, pencegahan,
perlindungan dan berpihak pada korban(Ahmad, 2021).

Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyediakan
perlindungan hukum untuk semua penduduk Indonesia. Perlindungan
hukum adalah istilah yang mengacu pada cara sistem hukum berfungsi
untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memberikan keadilan,
keuntungan, dan kepastian hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa
sistem hukum didesain untuk melindungi individu atau kelompok dari
berbagai kekuasan. Perlindungan ini dapat mencakup berbagai langkah,
mulai dari pembentukan undang-undang yang adil dan relevan hingga
pegehakan hukum untuk menegakkan aturan tersebut (Novia, dkk., 2024).

Indonesia, peran hukum dalam melindungi korban pelecehan
seksual telah diperkuat melalui berbagai peraturan dan upaya yang
bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif, bebrapa aspek
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penting dari perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di Indonesia
antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-Undang perlindungan anak, undang-undang ini melindungi
anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan
seksual, dan menetapkan hukuman berat bagi mereka yang
melakukannya
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT), kekerasan fisk dan pelecehan seksual dalam rumah tangga
diatur oleh undang-undang ini, yang memberikan perlinndungan
hukum medis kepada para korban
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
Undang-Undang ini digunakan untuk menangani kasus pelecehan
seksual yang terjadi melalui media elektronik atau internet, seperti
cyber harassment atau penyebaran konten plecehan.
Institusi Perlindungan, komisi perindungan anak dan komas
perempuan. Kedua lembaga ini bertugas memperjuangkan hak-hak
korban, termasuk korban pelecehan, dan memberikan informasi dan
dukungan hukum kepada mereka
Peran Kepolisian, kepolisian Indonesia memiliki kewenangan untuk
menangani laporan pelecehan, melakukan investigasi, dan
meneruskan proses hukum terhadap pelaku
Sistem Peradilan, pengadilan di Indonesia menangani kasus
pelecehan seksual dan menetapkan hukuman bagi pelaku,
berdasarkan bukti dan kesaksian yang disajikan selama persidangan,
sementara korban dapat didampingi secara hukum selama proses
tersebut
Program perlindungan saksi dan korban, pemerintah Indonesia telah
memperkenalkan program ini untuk melindungi korban dan saksi
dari intimidasi dan pembalasan dalam kasus pelecehan seksual
Edukasi dan penyuluhan, walaupun hal tersebut bukan bagian dari
peran hukum secara langsung, pemerintah dan berbagai LSM
berupaya meningkatkan kesadaran masyarakt tentang isu pelecehan
seksual dan pentingnya melaporkannya.

Peran hukum ini memiliki signifikan penting dalam memastikan

bahwa korban pelecehan seksual memperoleh keadilan dan pemulihan
yang mereka perlukan, serta untuk mencegah terulangnya kejadian serupa
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di masa depan. Perlindungan hukum terhadap, korban kekerasan seksual
telah menjadi masalah penting dalam menangani (Novia, dkk., 2024).

C. Upaya Perlindungan Anak Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan
Menurut Gosita dalam Darmini (2021), upaya perlindungan anak

dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung.

Perlindungan secara langsung dapat diantaranya meliputi :

1. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu
yang membahayakan

2. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau

mengorbankan anak

Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya

Pembinaan (mental, fisik, social)

Pengganjaran (reward)

Pengaturan dalam perundang-undangan

o ok w

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung pada anak, meliputi :

1. Pencegahan orang lain merugikan

2. Mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-
undangan

3. Peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia, anak, serta hak
dan kewajibannya

4.  Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga

5. Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak

6. Pembinaan (mental, fisik dan social) pada partisipasi selain anak yang
bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak

7. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak

Upaya yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat, LSM dan Lembaga
pemerintah sepenuhnya agar dapat memberikan hak anak dan mewujudkan
sekolah ramah anak. Oleh karena itu di dalam memberikan perlindungan
terhadap anak perlu adanya pendekatan system, yang meliputi sistem yang
meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dankeluarga, sistem
peradilan yang sesuai dengan standar internasional danmekanisme untuk
mendorong perilaku yang tepat di masyarakat (Darmini, 2021)
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